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TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB | nomor 1.3 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021;

b. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor
51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Repubik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Bupati nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2016-2021

: Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sebagai-

mana dimaksud dalam diktum pertama selanjutnya disebut Renstra
Dinas Pendidikan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021,



KETIGA

KEEMPAT

: Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagaimana diktum

kedua menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan
Tahun 2016-2021;

: Sistematika
meliputi:
1. BABI
2. BABII :
3. BABIII:
4. BABIV:
5. BABV :
6. BAB VI:
7. BABVII:

Penulisan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

: PENDAHULUAN

Memuat latarbelakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, Sistematika penulisan

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
Memuattugas, fungsi, dan struktur organisasiDinas
Pendidikan, sumber daya Dinas Pendidikan, kinerja
pelayanan Dinas Pendidikan, tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih,
telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pendidikan, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Memuatrencana program dan kegiatan, indikatorkinerja,
kelompoksasaran, dan pendanaanindikatif

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Memuat indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5
(ima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut



KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan
dikemudian hari.

Ditetapkan di : Grobogan
Pada tanggal : 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM
NIP. 19690415 199702 1 002

Tembusan dikirim kepada yth.

Bupati Grobogan

Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Grobogan
Arsip.

agrwNPE



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadhirat Allah SWT,
akhirnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-
2021 dapat diselesaikan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim
Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dengan semua pemangku

kepentingan bidang pendidikan di Kabupaten Grobogan.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016—2021 ini merupakan
Edisi Revisi pertama. Revisi dilakukan karena adanya perubahan sebagai tindak
lanjut diberlakukannya Undang undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan berubahnya kewenangan dan struktur

pada Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 merupakan
bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Grobogan
yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh
dan Menyeluruh melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dan
dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Pendidikan Nasional yaitu Terbentuknya
Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan

Berlandaskan Goton Royong.

Kami sadar, peningkatan mutu pendidikan tidak akan dapat diwujudkan
dengan baik tanpa didukung dengan perencanaan yang matang, karena itu kami
memanfaatkan momentum penyusunan Renstra ini seoptimal mungkin agar Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan memiliki sebuah dokumen perencanaan jangka
menengah yang matang yang dapat digunakan sebagai acuan di dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Grobogan. Untuk mewujudkan
pendidikan yang bermutu adalah pekerjaan yang berat diperlukan tekad yang kuat
disertai tindakan yang sungguh—-sungguh oleh jajaran Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Satuan

Pendidikan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan (Stake Holder).

Keberhasilan dalam menyelesaikan dokumen Renstra ini tidak terlepas

dari kerja keras anggota Tim Penyiapan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten



Grobogan beserta para pemangku kepentingan. Pada kesempatan yang baik ini
kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi—
tingginya Kepada Tim Renstra dan para pemangku kepentingan yang dengan

sungguh-sungguh bekerja keras menyusun perencanaan ini hingga selesai.

Akhirnya kami Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya
seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga

niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Grobogan, 3 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

AMIN HIDAYAT, S.Pd., MM.
NIP 19690516 199703 1 006
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa
pendidikan merupan unsur yang esensial dalam pembangunan bangsa dan
negara. Secara khusus ukuran kesejahteraan menempatkan pendidikan sebagai
unsur penting dalam indikator keberhasilan pembangunan. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) berupa rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah.
Mendasarkan kepada hal tersebut, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui capaian salah satu indikator
keberhasilan pembangunan tersebut.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman. Pendidikan berakar pada kebudayaan bangsa
Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan
kualitas sumberdaya manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat
Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak
mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri.
Pendidikan juga berfokus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air,
meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan

sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para



pahlawan serta berorientasi ke masa depan. Oleh karena itu diperlukan sistem
perencanaan yang terstruktur dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten sehingga capaian cita-cita pendidikan yang makin bermartabat segera
terwujud.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
telah menetapkan kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah
meliputi sub urusan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga
kependidikan, perijinan pendidikan serta bahasa dan sastra. Kewenangan yang
dimiliki ini harus diwujudkan dan diterjemahkan dalam rencana yang lebih
operasional baik dalam perencanaan jangka menengah maupun jangka pendek.
Perencanaan pada tingkat kabupaten/kota dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, dan pada tingkat perangkat daerah yang
bertanggungjawab atas urusan pendidikan dalam dokumen Perencanaan Strategis
(Renstra).

Pasal 272 UU 23 tahun 2014 menyatakan bahwa (1) Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD; (2) Rencana
strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas
dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan (3) Pencapaian sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau
lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 1, menjelaskan bahwa
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3huruf a
memuat tujuan, sasaran,program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atauUrusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas danfungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedomankepada RPJMD dan bersifat indikatif.Pasal 272 UU 23 tahun 2014
pada ayat 2 bahwa Renstra tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016 menyusun RPJMD tahun
2016-2021 sebagai impikasi dari pilkada tahun 2015-2016. RPJMD ini harus di



tindaklanjuti oleh perangkat daerah yaitu dengan menyusun Renstra Perangkat
Daerah.Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok diantaranya
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi dibidang Pendidikan. Agar tugas tersebut dapat berjalan dengan
baik maka diperlukan perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang disusun
berdasarkan data yang akurat dan terkini yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama 5 tahun 2016-2021.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah bidang Pendidikan Kabupaten
Grobogan ini adalah mengarahkan kemana pelayanan Dinas Pendidikan akan
diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun
mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa
yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dengan proses sebagaimana
yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun
2017 yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah

Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah

o k~ 0N

Penetapan Renstra Perangkat Daerah



Proses tersebut dapat disimak pada bagan berikut:

Gambarl: BaganAlirTahapandanTatacaraPenyusunanRenstra PD Kabupaten/Kota

BAGANALIRTAHAPAN DANTATACARAPENYUSUNAN RENSTRA PD KABUPATEN/KOTA
(Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
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B. Landasan Hukum

Dasar hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Permendagri No.86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah; dan

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata

Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan



C. Maksud Dan Tujuan
Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun
2016-2021 disusun dengan maksudmenjabarkan visi, misiBupati Grobogan
kedalam perencanaan lima tahunanguna memberikan arah dalam melaksanakan
pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021 adalah:
1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan;
2. Sebagai alat evaluasi dan pengukuran kinerja bagi keberhasilan dalam
mencapai tujuan;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif
dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Grobogan;
4. Sebagai instrumen bagi masyarakat dan stakeholder dalam mengukur

keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

D. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.
Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka sistematika Renstra ini adalah sebagai
berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, landasan hukum penyusunan Rentra-OPD,

maksud tujuan, dan sitematika penulisannya

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan,
sumber daya Dinas Pendidikan, kinerja pelayanan Dinas Pendidikan,
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan
BAB Il ISU-ISU STRATEGIS STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra

Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
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BAB IV

BAB VI

BAB VI

BAB VIl

Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, strategi

dan kebijakan Dinas Pendidikan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat fungsi dan peran dari dokumen
Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tahun
2016-2021.






BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi
dan tugas perbantuan di bidang pendidikan, serta memiliki fungsi sebagai
perumus kebijakan teknis Dinas Pendidikan, sebagai penyelenggaraan urusan
pemerintah dan pelayanan umum bidang pendidikan, serta pembina dan

pelaksana tugas bidang pendidikan.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, terdiri dari:
1. Kepala
2. Sekretaris, membawahkan;
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
membawahkan:
a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal; dan
c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan;
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD; dan
c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SD.



5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP; dan
c. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP.
6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
c. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur

dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan pendidikan non formal,pembinaan Sekolah Dasar (SD), pembinaan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan peningkatan mutu pendidik dan

tenaga kependidikan.

b. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1). perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan

2). pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang
pendidikan;

3). pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pendidikan;

4). pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
pendidikan;

5). pengelolaan kesekretariatan dinas;

6). pengelolaan UPT; dan

7). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya
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2. Sekretariat
a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi
perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif
dan fungsional kepada semua wunsur di lingkungan Dinas,
menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, keuangan,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan
rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan
ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan

pelaporan.

c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi:

1). penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

2). penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan
teknis di bidang pendidikan;

3). penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,
administrasi umum dan surat-menyurat;

4). pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah
tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas,
hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan
penyusunan pelaporan;

5). pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban
keuangan;

6). penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan

7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Perencanaan
a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan,
pengoordinasian, pengendalian dan pengelolaan di bidang perencanaan,

monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Dinas.
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. Sub Bagian Keuangan

a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,

penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan.

. Sub Bagian Umum

a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam
perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian,
penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum,
surat-menyurat, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana,
perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas,
kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan.

. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non

Formal

a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelo-laan
dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal.

c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal;
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2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan
dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal;

3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Non Formal;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan
pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Non Formal;

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan
dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal.

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan manaje-
men pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan pada
Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal

a. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal.

b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
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dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di

bidang pembinaan pendidikan non formal.

9. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal

a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Pendi-dikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengen-dalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pembinaan, pengembangan
kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan

pendidikan non formal.

10.Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan
teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibidang pembinaan sekolah dasar.

c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas
pokok melaksanakan fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
sekolah dasar;
2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan

sekolah dasar;
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3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan sekolah dasar;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan sekolah
dasar;

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan
sekolah dasar; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

11.Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kurikulum, penilaian dan pembinaan bahasa dan sastra daerah di

Sekolah Dasar.

12.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan,
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar.
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13.Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar

a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.

b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang pembinaan kelembagaan, sarana
prasarana, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah

Dasar;

14.Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan seba-
gian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengenda-
lian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama,;

2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan
penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik
dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;

3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah

Menengah Pertama;
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5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan
Sekolah Menengah Pertama; dan
6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

15.Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang kurikulum muatan local, penilaian dan

kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama.

16.Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama

a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah
Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi
dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan

pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
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17.Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama

a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.

b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
Sekolah Menengah Pertama.

18.Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin
oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

b. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas
dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi,
evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan dan pengelolaan
administrasi pendidik Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan
tenaga kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal,
pengelolaan administrasi pembinaan dan pengembangan karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan, pengangkatan, penempatan, pemindahan
pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil, peningkatan
kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan, pencapaian standar nasional, kebutuhan dan
pengelolaan, pemberhentian dan/atau pensiun pendidik dan tenaga
kependidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan tenaga
kependidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

c. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi:

1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
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3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;

4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan mutu
pendidik dan tenaga kependidikan;

5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan

6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

19.Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan,
pengawasan, pengen-dalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji
berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan
asuransi pensiun (taspen), pengiriman dan urusan kepegawaian lainnya
kepada pendidik dan tenaga kependidikan;

20.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengen-
dalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengembangan Sumber Daya Manusia.
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21.Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja

a. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan  teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan dan penilaian kinerja.

22.KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai
tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas
dalam melaksanakan Kkegiatan teknis sesuai dengan keahlian,
keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan
kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
tertentu senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan
perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan
formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilakukan oleh
Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai
berikut:
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Gambar 2 :Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
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C. TATA KERJA

1.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD,

Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan
Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas masing-masing.

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala
Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian
Tata Usaha  bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan
mengkoordinasikan  bawahan  masing-masing dan  berkewajiban
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala
UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu
oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan
organisasi mengadakan rapat secara berkala.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala
Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok
Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada
Kepala Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun laporan berkala Kepala
Dinas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh
Sekretaris.
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10. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Sumber Daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Sumber daya Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan terdiri dari sumber daya
manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya

tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan sebagamana diatur dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26
Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata
Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tercatat sejumlah70
pegawai yang terdiri dari 11 orang ASN golongan 1V, 41 orang ASN golongan
[ll, 10 orang ASN golongan Il dan 8 orang Non ASN dengan perincian sebagai
berikut.

Tingkat Pendidikan
Jumlah
No Penempatan S2 S1 D3 SMA

L P L P|L|P| L P L P

Sekretariat 3 1 3 2 2| 6 5 12 | 10

Bidang Pembinaan SD 2 2 3 2 2 6 5

Bidang Pendidikan SMP 2 1 1 1 2 2 5 4

Bidang Peningkatan Mutu 2 3 2 1] 1 3 6 6
PTK

Bidang PAUD-PNFI 1 4 2 1 6 2

Jumlah 10 2 |13 | 10 3|12 (12 | 35 | 27

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016
Tabel 1: Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pendidikan
Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan cukup baik, karena sebagaian besar
berpendidikan S1 sebanyak 23orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 12
orang, D-3 sebanyak 3 orang dan SMU sebanyak 24 orang. Data tersebut

menunjukan pegawai perempuan dengan pendidikan S-2 lebih rendah
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dibandingkan pegawai laki-laki. Data ini mengarahkan penting peningkatan

pendidikan S-2 bagi pegawai perempuan.

Ditinjau dari tingkat golongan distribusi pegawai berada antara golongan |
sampai dengan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan
lll. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai dijabarkan pada tabel 2.2
berikut.

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Golongan IV 8 3 11
2 Golongan lli 22 19 41
3 Golongan I 6 4 10
4 Golongan |
5 Non ASN
Jumlah 36 26 70

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016
Tabel 2: Jumlah ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

Data tersebut menunjukan aksesibilitas pegawai perempuan dalam mencapai
golongan IV masih rendah. Tabel tersebut signifikan dengan pendidikan yang

ditempuh perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Golongan

v m T et

Jabatan

Z
o

Kepala Dinas

Sekretaris

Kabid Pembinaan SD

Kabid Pembinaan SMP

Kabid Peningkatan Mutu PTK

R R RrlRrRR

Kabid PAUD-PNF

Kasubag Umum 1

Kasubag Perencanaan 1

O 0 N| O g1 |WIN|PF

Kasubag Keuangan 1

=
o

Kasi Kurikulum dan Penilaian SD 1

N Y = = =Y = S Qe QAR [ ey

=
[N

Seksi Peserta Didik danPembangunan Karakter 1
SD

Seksi Kelembagaan,Sarana dan Prasarana SD 1

12 Seksi Kurikulum dan Penilaian 1 1
SMP
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No Jabatan Golongan Jumlah
v Il Il
13 | Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter 1 1
SMP
14 | Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana SMP 1 1
15 | Kasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1 1
16 | Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 1
17 | Kasi Pembinaan dan Penilaian Kinerja 1 1
18 | Kasi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 1
19 | Kasi Pembinaan Pendidikan Non Formal 1 1
20 | Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana 1 1
PAUD-PNF
21 | Staf Sekretariat 8 6 14
22 | Staf Bidang Pembinaan SD 5 1 6
23 | Staf Bidang Pembinaan SMP 4 1 5
24 | Staf Bidang Peningkatan Mutu PTK 4 3 7
25 | Staf Bidang Pembinaan PAUD-PNF 3 1 4
Jumlah 11 38 13 62

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, 2016

Tabel 3: Sebaran ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan Golongan dan
Jabatan Tahun 2016

Tabel diatas menunjukan bahwa kecenderungan pemilik golongan IV adalah
para pemegang jabatan struktural dari pimpinan Dinas hingga minimal kepala

seksi.
2. Sumber Daya Aset

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan dan Satuan Pendidikan.

E. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Pendidikan merupakan bidang pembangunan yang menempati posisi strategis

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pem-
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bangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya
insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggungjawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan bertekad
mewujudkan insan Grobogan yang berkarakter, kompetitif dan berwawasan
kebangsaan yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non
formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan
keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan.

1. Aspek Pelayanan Umum
a. Pendidikan Anak Usia Dini

a) Angka Partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk
mendorong tumbuhkembang anak secara optimal dan menyiapkan
mereka untuk memasukijenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik.
Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintahdan masyarakat untuk
memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.Upaya
penyediaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD telah
menunjukkanpeningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada
kelompok usia ini telah meningkat dari 38% pada tahun 2011 menjadi
61,51% pada tahun 2015.

_ Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2011 2012 2013 2014 2015

APK Pendidikan
AnakUsia Dini
(PAUD)

% 38 38,66 50,02 56,89 61,51

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 4: Angka Partisipasi PAUD
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b) Jumlah Lembaga PAUD dan PAUD Terakreditasi

Saat ini jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Grobogan ada 1.045
lembaga, di dalamnya termasuk Kelompok Bermain (KB), Tempat
Penitipan Anak (TPA), Satuan Paud Sejenis (SPS), dan Taman kanak-
kanak (TK). Jumlah tersebut sejak tahun 2014 mengalami penurunan,

sebagaimana terlihat pada Tabel 8.

) Kondisi Tahun
Jenis
2014 2015 2016
Kelompok Bermain 384 384 233
Tempat Penitipan Anak 10 10 6
Satuan Paud Sejenis 113 113 73
Taman kanak-kanak 746 736 728

Tabel 5: Jumlah Lembaga PAUD

PAUD saat ini tidak hanya ada diwilayah perkotaan, tetapi saat ini
sudah banyak didirikan desa-desa melalui pos PAUD. Untuk
meningkatkan kualitas layanan PAUD, pemerintah melakukan penilaian
secara kelembagaan melalui sistem akreditasi. Akreditasi merupakan
proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang
dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan
standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi merupakan
pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi
standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk
menyelenggarakan programprogramnya. PAUD terakreditasi di
Kabupaten Grobogan saat ini baru mencapai 5,08%, atau kondisinya
sama dari tahun 2011-2015. Dalam rangka pencapaian PAUD
terakreditasi, diperlukan upaya-upaya lebih optimal lagi agar pelayanan
PAUD semakin baik.

) Kondisi Tahun
Indikator Satuan

2011 2012 2013 2014 2015

Persentasi PAUD | oy - - - - 5,08
terakreditasi

lembaga 50

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 6: Kinerja Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten
Grobogan Tahun 2011-2015
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b. Pendidikan Non Formal

Pendidikan Non Formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang
memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan nonformal berfungsi
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta
pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

a) Penduduk Melek Huruf

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel. 2.13 di bawah, di Kabupaten
Grobogan saat ini penduduk usia >15 tahun melek huruf 91,87%, lebih
baik jika dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 90,41%. Namun
dilihat dari kinerja selama periode lima tahun tersebut, menunjukkan
kinerja yang relatif kecil.

Satuan Kondisi Tahun
No Indikator ua
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 Penduduk usia >15 tahun
melek huruf % 90,41 [{90,94 |91,78 |91,82 |91,87

Tabel 7: Penduduk Melek Huruf

b) Lembaga Kursus

Sementara itu pendidikan non formal yang ada saat ini di Kabupaten
Grobogan berupa lembaga kursus berjumlah 42 buah, yang memiliki ijin
pada tahun 2015 baru sebesar 25% (11 buah). Jumlah tersebut
mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum-
nya, yang mana pada tahun 2014 berjumlah 42 buah, yang sudah
berijin 45% (19 buah). Pada tahun 2016 berjumlah 30 buah, yang
sudah berijin....%. Perkembangan lembaga kursus dapat dilihat pada
Tabel 11. Sebagian besar lembaga kursus yang belum memiliki ijin
ditengarai baru terdaftar saja namun perijinan resminya belum
diselesaikan.
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No Indikator Satuan Kondisi Tahun

2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Lembaga kursus

A, % 32 45 45 25
memiliki ijin

1 | operasional dari
pemerintah atau lembaga| 13 19 19 11
pemerintah daerah

Tabel 8: Lembaga kursus

c) Pusat Kegiatan Belajar

Sementara itu pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan
prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran sudah
sangat baik. Tahun 2016 pusat kegiatan masyarakat berjumlah 24
buah. Tahun 2015 berjumlah 37 buah, dan Tahun 2014, berjumlah 37
buah. Hal ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya,
sebagaimana terlihat dalam Tabel 12. Namun secara sarana dan
prasarana telah 100% terpenuhi

Kondisi Tahun

No Indikator Satuan
2014 2015 2016

1 | Pusat kegiatan belajar
masyarakat memiliki sarana
dan prasarana minimal sesuai % 75 100 100
dengan standar teknis
pembelajaran

Tabel 9: Pusat kegiatan Belajar Masyarakat

d) Kesetaraan

Jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan paket, terutama pada
Paket B dan Paket C, terdiri dari warga yang tidak lulus ujian nasional,
dan sebagian kecil warga yang memang sejak semula tidak bersekolah
di jenjang SMP-MTs, dan SMA-MA. Mereka ditampung pada lembaga-
lembaga kesestaraan yang telah mencukupi di Kabupaten Grobogan.
Gambaran tentang jumlah warga yang mengikuti program kesetaraan
dan jumlah lembaga kesetaraan, dapat dilihat pada Tabel 13.
Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting sebagai alternative
untuk memenuhi kepentingan bagi peminat sertifikasi pendidikan yang
tidak bisa diperoleh di lembaga pendidikan formal, karena sebab
tertentu.
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NG Indikator Satuan Kondisi Tahun

2014 2015 2016
1 Warga Belajar Paket A 126 126 44
2 Warga Belajar Paket B 625 625 298
3 Warga Belajar Paket C 1.008 1.008 561
2 Jumlah Lembaga Buah 56 56 33

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 10: Penduduk Mengikuti Pendidikan PAKET A/B/C dan Jumlah Lembaga

Pendidikan Dasar 9 Tahun

a) Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan dasar 9 tahun merupakan wajib belajar bagi masyarakat
melalui program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah yaitu selama 9 tahun. Pendidikan wajib 9 tahun ini untuk
mendorong pada pencapaian pemerataan pendidikan minimal setara
SMP/MTs. Di Kabupaten Grobogan angka partisipasi sekolah pada
pendidikan dasar sudah mencapai 96,74% ditahun 2015. Tren
partisipasi sekolah pada pendidikan dasar menunjukkan kinerja
meningkat dari tahun 2011-2015. Kenaikan partisipasi sekolah pada
pendidikan dasar di Kabupaten Grobogan tidak terlepas dari
meningkatnya kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka
Partisipasi Murni (APM) ditingkat SD/MI dan SMP/MTs. Untuk APK
SD/MI, ditahun 2015 sudah mampu mencapai 106,65% menurun jika
dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 dan 2014. Walaupun dari sisi
APK SD/MI menurun, namun dari sisi APM SD/MI menunjukkan
peningkatan dari 89,35% ditahun 2011 menjadi 97,69% ditahun 2015.
Kenaikan partisipasi sekolah ditingkat SD/MI juga ditunjang dengan
meningkatnya angka kelulusan siswa dan menurunnya angka putus
sekolah ditingkat SD/MI. Tren meningkat partisipasi sekolah pada
jenjang pendidikan dasar dipengaruhi juga oleh prestasi pendidikan
ditingkat SMP/MTs. APK SMP/MTs trennya menunjukkan peningkatan
dari tahun 2011 sebesar 94,35% menjadi sebesar 100,03 % pada tahun
2015. Kinerja APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan setiap
tahunnya. Dilihat pada pencapaian APM SMP/MTs, trennya juga
meningkat setiap tahunnya, sama dengan APK SMP/MTs vyang

30



meningkat. Gambaran tentang Angka Partisipasi Sekolah dapat dilihat
pada Tabel 14.

eati Satuan Kondisi Tahun
No Indikatitor
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Angkapartisipasi sekolah | o | o) o0 | 5506 | 03,10 | 9431 | 9674
pendidikan dasar 0 ’ ; ; : ,
2 | APK SD/MI/Paket A /SDLB % | 102,56 | 103,08 | 11541 | 112,06 | 106,65
3 APK SMP/MTs/ Paket
B/SMPLB % | 9435 | 97,60 | 99,46 |101,28 | 100,03
4 | APM SD/MI/Paket A/SDLB % | 89,35 | 9509 | 9515 | 96,56 | 97,69
5 APM SMP/MTs/ Paket
B/SMPLB % | 7331 | 80,74 | 84,05 | 86,87 | 87,06

Tabel 11: Angka Partisipasi Sekolah

b) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten
Grobogan yang semakain menurun memberikan kontribusi pada
kenaikan angka partisipasi sekolah. Angka putus sekolah menjadi salah
satu indikator bagi peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya
saing. Untuk jenjang SD-MI, APS relatifi rendah, jauh dari angka 1
persen Sedangkan untuk SMP-MTs relatif lebih tinggi, yang mendekati
angka 1 persen. Oleh karena itu, betapapun kecilnya prosentasi APS,
tetap harus diminamilisir. Untuk melihat gambaran APS, dapat dilihat
pada Tabel 15.

. Satuan Kondisi Tahun
No | Indikator
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Angka Putus Sekolah SD/MI % 0.06 0.06 0.03 0.05 0.03
angka 43 68 43 51 43
2 | Angka Putus Sekolah % 0,37 0.25 0,20 0,59 0.61
SMP/MTs
angka 129 212 144 402 402

Tabel 12: Angka Putus Sekolah

c) Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan murid SD/MI di kabupaten Grobogan pada tahun
2011-2015 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 16, sebesar 100%.
Untuk SMP-MTs, hanya pada Tahun 2011 sebesar 98,52%. Hal ini
merupakan indikasi bahwa Kabupaten Grobogan melalu jalur
pendidikan formal sudah menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
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Kondisi Tahun
No Indikator Satuan

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

% 100 100 100 100 100
1 | Angka Kelulusan SD/MI

angka |22.594 |24.085 |21.922 |23.166 |22.974

% 98,52 100 100 100 100

2 | Angka Kelulusan SMP/MTs

angka |12.431 |14.982 |15.393 | 16.513 |20.448

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 13: Angka Kelulusan

d) Rata-rata Nilai Ujian

Rata-rata nilai ujian nasional (UN) cenderung mengalami peningkatan
setiap tahunnya, dari 6,25 pada tahun 2011 menjadi 7,05 pada tahun
2015. Sedang untuk SMP-MTs cenderung mangalami penurunan sejak
tahun 2013, dari 73,04 menjadi 6,63, sebagaimana terlihat pada Tabel
17. Namun demikian, masih ada kesenjangan rata-rata nilai UN antar
sekolah. masih cukup tinggi.

Kondisi Tahun
- Satuan
N Indikator
° 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rata-rata Nilai Ujian Nasional 6,25 6,25 6,35 6,80 7,05
1 )
siswaSD/MI
> Rata-rata Nilai Ujian Nasional 6,54 6,54 7,34 6,63 6,63
siswaSMP/MTs

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016
Tabel 14: Nilai Rata-rata Ujian Nasional

e) Angka Melanjutkan

Peningkatan partisipasi sekolah pada pendidikan dasar juga tidak
terlepas dari meningkatknya angka melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs dengan kondisi ditahun 2015 mencapai sebesar 97,83%,
mengalami  peningkatan  dibandingkan  dengan  tahun-tahun
sebelumnya. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA.MA, dan SMK
juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebasar 72,78%. Angka
melnjutkan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan banyaknya lulusan
sekolah di Kabupaten Grobogan ke sekolah kabupaten lain, terutama

32




untuk yang melanjutkan dari SMP-MTs ke SMA-MA, dan SMK.
Gambaran angka melajutkan dapat dilihat pada Tabel 18.

Sat Kondisi Tahun
No Indikator atuan

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

1 Angka Melanjutkan dari SD/MI

% 92,08 | 94,86 | 9557 | 96,39 | 97,83
keSMP/MTs °

angka |20.804 |22.847 |20.995 |22.330 |22.449

2 Angka Melanjutkan dari
SMP/MTske SMA/SMK/MA

% 56,93 60 68,21 | 72,75 | 72,78

Tabel 15: Angka Melanjutkan

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar

a) Ketersediaan Ruang Kelas

Dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pada pendidikan dasar,
ketersediaan sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Grobogan
sudah mencukupi dengan kondisi kinerja 100%. Namun yang masih
menjadi perhatian serius adalah pada kondisi sarana daiaan n prasarana
pendidikan SD/MI. Tahun 2016, ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik
hanya sebesar 63,72%, mengalami peningkatan dari tahun-tahun
sebelumnya. Sementara untuk ruang kelas SMP/MTs kondisi baik masih
kurang dibandingkan SD/MI dengan capaian 35,90%, mangalami
penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Ruang kelas rusak ringan masih
layak untuk digunakan, dengan catatan kerusakan tersebut harus segera
diperbaiki, agar tidak menjadi semakin parah, agara kegiatan belajar
mengajar dapat tetap berlangsung secara optimal. Kondisi perkembangan
ketesediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar di Kabupaten
Grobogan dapat dilihat pada Tabel 19.

Kondisi Tahun
No Indikator

Sawan| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

0
L Ruang kelas SD/MI Yo 48,18 | 32,71 | 57.20 | 60.41 | 63.72

kondisi baik ruang | 2.537 | 3,208 | 3,183 | 3,190 | 3,483

% 24,14 | 61,11 | 34.87 | 35.80 | 20.42

2 Ruang kelas SD/MI
kondisi rusak ringan | y,ang | 1272 | 1,313 | 1,110 | 1,142 | 1,116
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3 Ruang kelas SD/MI % 27.67 | 23,32 | 22.86 | 17.97 | 15.86

kondisi rusak berat ruang | 1.457 | 1,375 | 1,272 | 949 867

% 79.33 | 32.71 | 38.54 | 64.03 | 35.90
4 Ruang kelas

SMP/MTs kondisibaik ruang | 1.608 | 852 777 1,383 775

Ruang kelas % 18.16 | 61.11 | 51.24 | 19.63 | 56.74

5 SMP/MTs kondisi
kondisi rusak ringan ruang 292 1,592 | 1,033 424 1,225

Ruang kelas % 43.49 6.18 10.22 | 16.34 7.36

6 SMP/MTs kondisi
kondisi rusak berat ruang 127 161 206 353 159

Tabel 16: Ketersediaan Ruang Kelas

b) Ketersediaan Perpustakaan

Di Kabupaten Grobogan, SD-MI yang memiliki perpustakaan masih sangat
rendah. Saat ini SD-MI yang mempunyai perpustakaan baru 554 sekolah dari
898 SD-MI atau baru 61,69%. Dari jumlah tersebut kondisinya adalah; 484
(87,36) dalam keadaan baik, dan 70 (12,64%) ruang dalam keadaan rusak.
Dengan demikian masih ada 344 (38,31%) SD-MI yang memerlukan ruang
perpustakaan. Sedangkan SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai
standart baru mencapai 163 (70,87%) sekolah. dengan kondisi baik 78
(47,85%), dan dengan kondisi rusak 85 (52,15%) dengan demikian, masih
ada 67 (29,13%) SMP/MTs yang memerlukan ruang perpustakaan yang
layak. Kondisi Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 20.

Jenjang Jumlah Kebutuhan | Kekurangan

Kondisi

Baik Rusak

SD - MI 484 | 87.36% | 70 |12.64% | 554|61.69% | 898 | 100% | 344 | 38,31%

SMP-MTs | 78 |47,85% | 85 |52,15% |163|70,87% | 230 | 100% | 67 | 29,13%

Sumber: Data dinas Pendidikan Kab. Grobogan 2017
Tabel 17: Ketersediaan Perpustakaan

c) Ketersediaan Laboratorium IPA

Selama ini, laboratorium IPA baru ada di jenjang SMP-MTs. Dari jumlah
SMP-MTs, baru 106 (46,09%) sekolah yang sudah mempunyai ruang
laboratorium IPA, dengan kondisi baik ada 41 (38,68%) ruang, dan dalam
kondisi rusak ada 65 (61,32%) ruang. Dengan demikian masih ada 124
(53,91%) sekolah yang memerlukan ruang laboratorium. Untuk jenjang SD-
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MI, walaupun pada umum-nya belum merasa memerlukan laboratorium, ada
8 sekolah yang sudah mempunyai laboratorium IPA, dengan kondisi baik 3
(37,5%) ruang, dengan kondisi rusak 5 (62,5%) ruang. Jumlah ini sangat
rendah, yaitu hanya 0,89% apabila dibandingkan jumlah SD-MI yang ada.
Ketersediaan dan kondisi laboratorium IPA bisa dilihat pada Tabel 21.

: K isi
Jenjang _ ondisi Jumlah Kebutuhan |Kekurangan
Baik Rusak
SD - MI 3 |375% | 5 [625% | 8 0 898 0 890 [99,11%
SMP-MTs | 41 [38.68% | 65 |61.32% |106 |46.09% [230 |100% (124 |53.91%

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016
Tabel 18: Ketersediaan Laboratorium IPA

d) Ruang Komputer

Komputer adalah perangkat yang semakin mendesak agar tugas-tugas dan
pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Saat ini hampir
semua siswa sudah tidak asing lagi dengan peralatan tersebut. Namun
demikian, ketersediaan ruang computer, baik di SD-MI maupun di SMP-MTs
masih sangat rendah. Di SD MI, dari 898 sekolah baru 76 (8,46%) sekolah
yang sudah mempunyai ruang computer dengan kondisi baik ada 61
(80,26%) ruang, dan dengan kondisi rusak ada 15 (19,74%) ruang. Dengan
demikian masih ada 822 (91,54%) sekolah yang memerlukan ruang
komputer. Di SMP-MTs baru 94 (40,87%) sekolah yang mempunyai ruang
komputer, dengan kondisi baik ada 38 (40,43%) ruang, dan kondisi rusak
ada 56 (59,57%) ruang. Dengan demikian, masih ada 136 (59,13%) sekolah

yang memerlukan ruang komputer. Ketersediaan dan kondisi ruang
komputer, dapat dilihat pada Tabel 22.
Kondisi Kebutuha
Jenian Jumlah N Kekurangan
enhjang Baik Rusak
jml % jml % jml % jml % jml %

SD - Ml 61 80.26 | 15 19.74 | 76 8.46 | 898 | 100 | 822 | 91.54
SMP-MTs| 38 | 4043 | 56 | 59.57 | 94 | 40.87 | 230 | 100 | 136 | 59.13

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016

Tabel 19: Ketersediaan Ruang Komputer
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e) Ketersediaan Tempat Olahraga

Olahraga merupakan salah satu ajang untuk membina potensi dan bakat
siswa. Karena itu prasarana olahraga harus tersedia di setiap sekolah.
Ketersediaan tempat olahraga di Kabupaten Grobogan untuk SD-MI belum
mencukupi kebutuhan. Dari 898 sekolah, baru ada 319 (35,52%) sekolah
yang mempunyai tempat olahraga, dengan kondisi 239 (74,92) tempat dalam
kondisi baik, dan 80 (25,08%) tempat dalam kondisi rusak. Dengan demikian
masih ada kebutuhan tempat olahraga di 579 (64,48%) sekolah. Di SMP-
MTs kebutuhan tempat olahraga telah mencukupi. Ketersediaan dan
kebutuhan, serta kondisi tempat olahraga dapat dilihat pada Tabel 23.

Kondisi
: - Jumlah Kebutuhan | Kekurangan
Jenjang | Baik Rusak
jml % jml % jml % jml | % jml %
SD - MI 239 | 74.92 80 | 25.08| 319 | 35.52| 898 | 100 | 579 | 64.48
SMP-MTs | 123 100 0 0 123 | 100 | 230 | 100 0 0

Sumber: data Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan 2016

Tabel 20: Ketersediaan Lapangan Olahraga

f) Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) vyaitu model pengelolaan yang
memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah atau madrasah dan
mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara
langsung semua warga sekolah atau madrasah sesuai dengan standar
pelayanan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten
dan Kota. Pada prinsipnya MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah
dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada
peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Di Kabupaten
Grobogan, dalam rangka meningkatkan keberdayaan sekolah, saat ini
semua tingkatan baik SD/MI, SMP/MTs, sudah menerapkan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik. Kondisi ini dihadarapkan dapat
dipertahankan dengan baik. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut.

No Indikator Satuan Kondisi Tahun
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2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Prosentase Sekolah

0,
1 | melaksanakan MBS dengan baik % 1851218554 88,56 97,19 98,51

3.

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 21: Prosentase Sekolah yang melaksanakan MBS

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a) Kualifikasi Pendidik

Salah satu indikator guru yang professional adalah guru yang memiliki
kualifikasi sesuai Standar Nasional Pendidikan, minimal S1. Di Kabupaten
Grobogan, guru yang sudah berkualifikasi S1/D-IV sebagai berikut: Guru
TK-RA-PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.121
(47,60%). Guru SD-MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 6.017
(88%). Guru SMP-MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak
3.341(85,10%). Sementara itu, masih ada guru-guru yang masih berijazah
di bawah S-1, di bawah SLTA, mereka adalah; guru TK-RA-PAUD 1.224
(52,02%), Guru SD-MI 772 (11,12%). Guru SMP-MTs sebanyak 357
(9,09%). Dengan kondisi tersebut, berarti masih ada kewajiban pemerintah
untuk mendorong pencapaian kualifikasi S-1/D-4 bagi guru-guru tersebut.
Kualifikasi dan Kebutuhan guru, dapat dilihat pada Tabel 25 dan Tabel 26.

Kualifikasi/ljazah

Jenjang

Jumlah
<SLTA SLTA D1 D2 D3 S-1 S-2

TK-RA-
PAUD

489|18.7%| 440| 18.7%| 1 |0.04%| 278 |11.8%| 16 | 0.68%| 1121 | 47.6%| 8 |0.34%| 2353

SD- MI

47 1 0.68%| 505| 7.28%| 6 |0.09%| 174|2.51%| 40 | 0.58% | 6107 | 88.0%| 62 | 0.89%| 6941

SMP
MTs

223|5.68%| 43| 1.09%| 41 |1.04%| 50 | 1.27%| 3341 | 85.1%| 230 | 5.86%| 3928

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 22: Kualifikasi Pendidik

Jenjang Belum S-1 S-1 Kebutuhan S-1 | Kekurangan S-1
TK-RA-PAUD 1.224 | 52,01% 1.121 | 47,60% 1.232 52,01%

SD- MI 772 11,12% 6107 88,00% 7.72 11,12%

SMP 357 9,09% 3.341 | 85,10% 357 9,09%

Sumber: Isian Data Dinas Pendidikan, 2016
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Tabel 23: Kebutuhan Kualifikasi Pendidik S-1/D-4

b) Kebutuhan Guru Kelas PNS

Kebutuhan guru kelas PNS di Sekolah Dasar Kabupaten Grobogan
sebanyak 4.859 orang. Sementara ini jumlah guru kelas PNS yang
tersedia sebanyak 2.409 orang (49,58%). Dengan demikian masih ada
kekurangan guru kelas PNS sebanyak 2.450 orang (50,42%).
Ketersediaan dan kekurangan guru PNS dapat dilihat pada Tabel di
bawah. Atas kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten tidak memperoleh
kuota pengangkatan guru PNS, karena belanja tidak langsung (gaji
pegawai) di Kabupaten Grobogan telah melebihi 50% dari total.

Kekurangan guru kelas tersebut harus dipenuhi agar proses belajar
mengajar tetap dapat berlangsung dengan mengoptimalkan peran guru
non PNS. Saat ini jumlah guru non PNS di Kabupaten Grobogan
sebanyak 3183 orang, jumlah yang mencukupi untuk memenuhi
kekurangan guru kelas tersebut, walaupun masih harus dilihat mengenai
kesesuaian ijasahnya.

Kecamatan Kebutuhan Guru Jml Guru. Kelas | Kekurangan Guru
Kelas PNS PNS Kelas PNS
Kedungjati 171 80 -91
Geyer 367 144 -223
Brati 210 111 -99
Klambu 392 173 -219
Tanggungharjo 265 158 -107
Karangrayung 352 124 -228
Pulokulon 270 115 -155
Godong 221 123 -98
Toroh 229 75 -154
Grobogan 295 162 -133
Kradenan 176 97 -79
Tawangharjo 257 123 -134
Wirosari 418 240 -178
Tegowanu 179 102 =77
Gabus 157 79 -78
Ngaringan 296 155 -141
Gubug 258 150 -108

38




Kecamatan

Kebutuhan Guru

Jml Guru. Kelas

Kekurangan Guru

Kelas PNS PNS Kelas PNS
Purwodadi 187 116 -71
Penawangan 159 82 =77
4,859 2,409 -2,450

Tabel 24: Kebutuhan Guru kelas PNS

c) Kebutuhan Guru Pendidikan Agama Islam PNS

Kebutuhan guru Agama Islam (PAI) PNS untk SD-MI di Kabupaten
Grobogan sebanyak 810 orang. Sedangkan guru yang masih aktif hanya
253 orang (31,32%). Dengan demikian ada kekurangan sebanyak 557
orang (68,77%), sebuah kekurangan yang cukup besar, mendesak untuk
segara dipenuhi. Hal ini akan terasa semakin penting apabila dikaitkan
dengan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang berbunyi; ©
Kemudahan memperoleh akses pendidikan yang berkualitas untuk
mewujudkan insan yang berkarakter budi pekerti luhur, dan berdaya
saing”. Untuk memenuhi kekurangan itu, sekolah memanfaatkan guru
non PNS karena proses belajar mengajar harus tetap berlangsung

walaupun kekurangan guru PNS. Berikut tabel distribusi kekurangan

guru PNS PAI di sekolah dasar:

T —— Jumlah Guru. PAI Kebutuhan Kekurangan
PNS Guru PAI PNS Guru PAI PNS
Kedungjati 8 29 21
Karangrayung 11 61 50
Penawangan 8 35 27
Toroh 16 65 29
Geyer 13 44 31
Pulokulon 13 59 16
Kradenan 17 45 28
Gabus 10 37 27
Ngaringan 7 38 31
Wirosari 14 49 35
Tawangharjo 5 29 24
Grobogan 13 43 30
Purwodadi 33 70 37
Brati 8 30 By
Klambu 14 26 12
Godong 21 49 28
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. Jumlah Guru. PAI Kebutuhan Kekurangan
PNS Guru PAI PNS Guru PAI PNS
Gubug 18 43 25
Tegowanu 15 31 16
Tanggungharjo 9 27 18
253 810 -557

Tabel 25: Distribusi guru PNS PAI

d) Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes)

PNS

Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) PNS
sabanyak 810 orang. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 308 orang
(38,03%). Dengan demikian ada kekurangan sebanyak 502 orang
(61,97%). Karena belum bisa merekrut pagawai baru, maka salah satu
solusinya adalah dengan memberikan tugas tambahan kepada guru
Penjaskes yang ada untuk merangkap di sekolah lain. Apabila dilihat
jumlah guru Penjaskes dan sekolah, diperoleh rasio 1 guru/1,6 sekolah.
Dengan demikian guru yang bersangkutan akan mempunyai kelebihan
jam mengajar 14,64. Sehingga dengan demikian perlu dipikirkan
konsekuensi dari kelebihan jam mengajar tersebut, walaupun
sebenarnya apabila ada kelebihan jam mengajar, sebagai guru PNS

tidak harus ada tuntutan tertentu kepada Dinas Pendidikan.

e —. Jumlah Guru Kebytuhan Guru Kekurang.an
Penjas PNS Penjas PNS Guru Penjas PNS
Kedungjati 6 29 23
Karangrayung 16 61 45
Penawangan 15 35 20
Toroh 16 65 29
Geyer 23 44 o1
Pulokulon 9 59 =0
Kradenan 18 5 e
Gabus 23 37 12
Ngaringan 9 38 e
Wirosari 38 49 1
Tawangharjo 10 29 19
Grobogan 15 13 =8
Purwodadi 30 70 20
Brati 16 30 12
Klambu 17 26 3
Godong 17 29 32
Gubug 24 13 19
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KesaT R Jumlah Guru Keb}Jtuhan Guru Kekurang.an
Penjas PNS Penjas PNS Guru Penjas PNS
Tegowanu 19 31 12
Tanggungharjo 17 27 20
308 810 -502

Tabel 26: Kebutuhan Guru Pendidikan Jasmani

e) Rasio Siswa dan Guru

Rasio jumlah guru adalah perbandingan antara jumlah siswa dibanding-
kan dengan jumlah guru. Melihat rasio siswa/guru sebagaimana
tercantum pada table dan grafik di atas, apabila berdasarkan jumlah
keseluruhan guru, baik guru PNS maupun non PNS sebenarnya sudah
mencukupi, bahkan melebihi kebutuhan, apabila mengacu kepada
batas minimal jumlah siswa per rombel hanya 20 orang. Karena rata-
rata rasio guru dibanding jumlah siswa hanya 1/18,1. Persoalannya
adalah antara lain persebaran guru yang kurang merata. Pada tablel
dan grafik di. atas ternyata hanya sekolah-sekolah di 3 kecamatan yang
memenuhi batas minimal jumlah siswa per rombel. Sementara sekolah-
sekolah di 16 kecamatan kurang memenuhi batas jumlah minimal.
Apabila dilihat kembali rasio siswa per rombel sebagaimana pada table
1, berarti kelebihan guru ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Hal ini
apabila terus dibiarkan, akan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Grobogan. Salah satu strategi
yang bisa ditempuh adalah dengan kebijakan penataan dan
pemerataan guru.

Kecamatan JumlggN&swa Jumlah Guru Rasg)uiljswa
Kedungjati 3549 226 15.7
Karangrayung 8789 493 17.8
Penawangan 6383 291 21.9
Toroh 9758 520 18.8
Geyer 5615 383 14.7
Pulokulon 8445 452 18.7
Kradenan 7068 401 17.6
Gabus 6262 381 16.4
Ngaringan 6501 305 21.3
Wirosari 7819 399 19.6
Tawangharjo 4624 255 18.1
Grobogan 6638 359 18.5
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Kecamatan JumlggN&swa Jumlah Guru Rasguiljswa
Purwodadi 12125 680 17.8
Brati 3962 235 16.9
Klambu 3518 221 15.9
Godong 7230 420 17.2
Gubug 7403 360 20.6
Tegowanu 5198 264 19.7
Tanggungharjo 3711 222 16.7

12, 4598 6,867 18.1

Tabel 27: Rasio Guru Siswa

f) Rasio Siswa per Rombel

Rasio ini digunakan untuk melihat tingkat efisiensi setiap rombongan

belajar. Berdasarkan tabel di bawah, rata-rata rasio siswa per rombel

tingkat sekolah dasar cukup ideal, yaitu 1 rombel = 25,6 anak. Rasio

siswa rombel yang tertinggi di kecamatan Penawangan, dengan rasio

siswa per rombel 30,4 anak, terendah di kecamatan Kedungjati dengan

rasio siswa per rombel 20,8 anak.

Jumlah Jumlah Jumlah Rasio Siswa
NECENIERIET SDN Rombel Siswa per Rombel
Kedungjati 29 171 3549 20,8
Karangrayung 61 367 8789 23,9
Penawangan 35 210 6383 30,4
Toroh 62 392 9758 24,9
Geyer 44 265 5615 21,2
Pulokulon 56 352 8445 24,0
Kradenan 45 270 7068 26,2
Gabus 43 221 6262 28,3
Ngaringan 37 229 6501 28,4
Wirosari 48 295 7819 26,5
Tawangharjo 29 176 4624 26,3
Grobogan 42 257 6638 25,8
Purwodadi 61 418 12125 29,0
Brati 30 179 3962 22,1
Klambu 26 157 3518 22,4
Godong 44 296 7230 24,4
Gubug 43 258 7403 28,7
Tegowanu 31 187 5198 27,8
Tanggungharjo 26 159 3711 23,3
Jumlah 792 4859 124598 25,6

Tabel 28: Rasio Siswa Rombel
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4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur
kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur
pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan
perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup,
sedangkan indikator dari bidang pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah
dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator
yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita.

Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan dalam periode 2011-2014 trennya
menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 IPM Kabupaten Grobogan sebesar
64,56, meningkat menjadi 68,5 pada tahun 2015. Kinerja perkembangan IPM
Kabupaten Grobogan sejalan dengan peningkatan perkembangan IPM di
Provinsi Jawa Tengah yang meningkat dari 66,08 ditahun 2010 menjadi 69,49
pada tahun 2015. Akan tetapi, ditahun 2014 perkembangan IPM Kabupaten
Grobogan sedikit melambat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:
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Sumber: Buku IPM-BPS Nasional Tahun 2015

b.

Gambar 3: Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Grobogan dan
Kab/Kota di Sekitarnya

Indikator yang menjadi pembentuk IPM Kabupaten Grobogan vyaitu usia
harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran
perkapita akan diuraikan di bawah ini.

Angka Harapan Hidup (AHH)

Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan dalam
kurun waktu 5 tahun (2010-2015) menunjukkan peningkatan. Capaian selama
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lima tahun meningkat dari 73,80 tahun pada tahun 2010 menjadi 74,27 tahun
pada tahun 2015. AHH di Kabupaten Grobogan setiap tahun capaiannya selalu
berada di atas

capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar di bawabh ini.
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Gambar 4: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan
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Gambar 5: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Grobogan
menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010, capaian angka HLS adalah 10,44
tahun kemudian meningkat menjadi 12,25 tahun pada tahun 2015. Jika pada
tahun 2010 sampai 2012 capaian HLS Kabupaten Grobogan selalu di bawah
capaian rata-rata Jawa Tengah, namun pada tahun 2013 dan 2014 angkanya
menjadi lebih baik dengan berada di atas capaian rata-rata Jawa Tengah.
Namun kinerja harapan lama
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sekolah pada tahun 2015 kembali berada di bawah rata-rata Jawa Tengah.
Kondisi ini disebabkan pencapaian pada tahun 2015 rendah kenaiannya. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
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Gambar 6: Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan tingkat rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan dalam
kurun waktu lima (5) tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010,
capaian rata-rata lama sekolah adalah 6,13 tahun meningkat menjadi 6,33
tahun pada tahun 2015. Namun jika dilihat peningkatannya, dalam rentang lima
tahun terakhir cukup rendah hanya sebesar 0,2 tahun. Kinerja ditahun 2015 pun
kenaikannya rendah. Sementara itu, dibandingkan capaian rata-rata lama
sekolah Provinsi Jawa Tengah, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten
Grobogan masih lebih rendah. Dengan kondisi capaian sampai dengan tahun
2015, menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih
setaraf SD/MI. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
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Gambar 7: Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan

Prestasi Insan Pendidikan

Penghargaan yang diperoleh insan pendidikan di Kabupaten Grobogan di
Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a) Tahun 2011
1. Juara Harapan | Lomba mendongeng anak TK;
2. Juara | Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Cabang Atletik;
3. Juara Il Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI);
4. Juara | lomba Inseminator Piagam Penghargaan Adikarya Pangan

Nusantara.

b) Tahun 2012
1. Juara lll Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Mapel IPS;
2. Juara Il Lomba LOMOJARI SMP Terbuka,;
3. Juara lll Kumite -53 Kg Pi Cabang Karate;

4. 8 Besar Menulis Artikel limiah.

c) Tahun 2013
1. Juara Il Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari) Cab. Tata Boga;
2. Sekolah Adiwiyata Yaitu SMPN 1 Tegowanu, SMPN 3 Gubug;
3. Juara Il Kejuaraan Nasional 2013 Cab. Karate Pultri;
4. Juara | Kejuaraan Nasional 2013 Cab. Karate Putra;
5. Juara | Gamamed Fak kedokteran UGM 2013,An. Caesar Robin (SMAN 1
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Purwodadi);

6. Juara | Gamamed Fak kedokteran UGM 2013, An. Widi Fatmawati dan
Widya Purbaningrum (SMAN 1 Purwodadi);

7. Juara Il Piala Mendagri Cab. Karate;

8. Juara Il POPNAS;

9. Juara lll POPNAS;

10. Juara Il O2SN SMK Tk Nasional cab. Volly;

11. Piagam/Penghargaan Tk. Nasional Kabupaten Penggerak Koperasi
Tahun 2013 dengan Peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi;

12. Juara Il PON 2013 Cab. Volli Putri.

Realisasi anggaran 2012-2016

SISA
0,

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN

1 | Program Pelayanan 2,692,756,000.00 | 2,573,695,462.00 | 95.58 119,060,538.00
Administrasi Perkantoran

p | Program Peningkatan Sarana 582,344,000.00 |  570,165,950.00 | 97.91 12,178,050.00
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan

3 | Pengembangan Sistem 65,000,000.00 50,483,000.00 | 77.67 14,517,000.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

4 E:gigram Pendidikan Anak Usia 847,500,000.00 |  839,679,000.00 | 99.08 7,821,000.00

g | Program Wajib Belajar Pendi- |, ¢ 5 354 500,00 | 43,475,449,790.00 | 37.47 | 72,550,904,710.00
dikan Dasar Sembilan Tahun

g | Program Pendidikan 5,165,000,000.00 | 4,347,878,250.00 | 84.18 817,121,750.00
Menengah

- | Program Pendidikan Non 892,500,000.00 846,728,000.00 | 94.87 45,772,000.00
Formal
Program Peningkatan Mutu

8 | pendidik dan Tenaga 5,559,775,000.00 | 5,535,787,150.00 | 99.57 23,987,850.00
Kependidikan

9 | Program Penunjang Pelayanan 300,000,000.00 153,511,000.00 | 51.17 146,489,000.00
Pendidikan

10 | Program Pendidikan 120,000,000.00 119,850,000.00 | 99.88 150,000.00
Berkelanjutan
Program Peningkatan Peran

11 | Serta Anak dan Kesejahteraan 50,000,000.00 49,720,000.00 99.44 280,000.00
Gender dalam Pembangunan

JUMLAH 134,711,204,500.00 | 60,698,237,002.00 | 45.06 | 74,012,967,498.00

Tabel 29:Realisasi Anggaran Tahun 2012
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SISA

0,
No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % ANGOARAN
1 | Program Pelayanan 8,180,500,000 8,027,222,360 | 98.13 |  19,988,053,117
Administrasi Perkantoran
o | Program Peningkatan Sarana 577,500,000 571,910,900 | 99.03 153,277,640
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
3 | Pengem-bangan Sistem 31,200,000 29,531,350 | 94.65 5,589,100
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 | Program Pendidikan Anak 1,778,000,000 1,661,180,100 | 93.43 1,668,650
Usia Dini
5 | Program Wajib Belajar Pendi- 159,728,651,918 | 140,980,109,641 | 88.26 116,819,900
dikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan
6 3,913,500,000 3,564,563,200 | 91.08 |  18,748,542,277
Menengah
7 i;?ggm Pendidikan Non 1,664,000,000 1,656,341,450 | 99.54 348,936,800
Program Peningkatan Mutu
8 | Pendidik dan Tenaga 3,341,750,000 3,192,905,350 95.55 7,658,550
Kependidikan
g | Program Manajemen 2,934,285,000 2477854450 | 84.44 148,844,650
Pelayanan Pendidikan
10 | Program Pendidikan 100,000,000 99,910,000 | 99.91 456,430,550
Berkelanjutan
Program Peningkatan Peran
11 | Serta Anak dan Kesejahteraan 50,000,000 49,805,000 99.61 90,000
Gender dalam Pembangunan
JUMLAH 182,299,386,018 | 162,311,333,801 | 89.04 195,000
Tabel 30:Realisasi Anggaran Tahun 2013
No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % Sl
ANGGARAN
1 | Program Pelayanan 2691,100,000.00 | 2,614,131,791.00 | 97.14 76,968,209.00
Administrasi Perkantoran
, | Program Peningkatan Sarana 668,109,847.00 | 95.34 32,690,153.00
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
3 | Pengembangan Sistem 700,800,000.00 30,974,300.00 | 99.28 225,700.00
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 | Program Pendidikan Anak 31,200,000.00 844,666,000.00 | 99.02 8,334,000.00
Usia Dini
Program Wajib Belajar
5 | Pendidikan Dasar Sembilan 853,000,000.00 46,416,769,533.00 | 82.31 9,974,592,521.00
Tahun
g | Program Pendidikan 56,391,362,054.00 | 5,573,217,800.00 | 56.02 | 4,375,219,200.00
Menengah
7 E;‘:g]r:lm Pendidikan Non 9,948,437,000.00 | 2,116,745,000.00 | 107.72 | (151,745,000.00)
Program Peningkatan Mutu
8 | Pendidik dan Tenaga 1,965,000,000.00 |  3,501,250,500.00 | 98.14 66,374,500.00

Kependidikan
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SISA

0,
No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN
g | Program Manajemen 3,567,625,000.00 | 9,769,467,550.00 | 95.91 416,582,450.00
Pelayanan Pendidikan
10 | Program Pendidikan 10,186,050,000.00 87,990,000.00 | 87.99 12,010,000.00
Berkelanjutan
Program Peningkatan Peran
Serta Anak dan
11 . 50,000,000.00 50,000,000.00 | 100.00 0.00
Kesejahteraan Gender dalam
Pembangunan
JUMLAH 86,484,574,054.00 | 71,673,322,321.00 | 82.87 | 14,811,251,733.00
Tabel 31:Realisasi Anggaran Tahun 2014
No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % =
ANGGARAN
1 | Program Pelayanan 2.938,720,000.00 | 2,806,341,347.00 | 95.5 132,378,653.00
Administrasi Perkantoran
p | Program Peningkatan Sarana 871,500,000.00 814,804,622.00 | 93.49 56,695,378.00
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
3 | Pengembangan Sistem 34,000,000.00 33,993,500.00 | 99.98 6,500.00
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 E';’gr;ir:i Pendidikan Anak 1,062,000,000.00 |  1,043,253,000.00 | 98.23 18,747,000.00
Program Wajib Belajar
5 | Pendidikan Dasar Sembilan 41,312,917,616.00 | 34,014,567,927.00 | 82.33 | 7,298,349,689.00
Tahun
g | Program Pendidikan 22,107,173,035.00 |  7,832,884,500.00 | 35.43 | 14,274,288,535.00
Menengah
7 E;?ir;m Pendidikan Non 2,118,400,000.00 | 2,069,196,000.00 | 97.68 49,204,000.00
Program Peningkatan Mutu
8 | Pendidik dan Tenaga 8,085,900,000.00 |  7,483,009,500.00 | 92.54 602,890,500.00
Kependidikan
g | Program Manajemen 3,433,892,000.00 | 3,127,485,950.00 | 91.08 306,406,050.00
Pelayanan Pendidikan
10 | Program Pendidikan 100,000,000.00 94,190,000.00 | 94.19 5,810,000.00
Berkelanjutan
Program Peningkatan Peran
Serta Anak dan
11 . 50,000,000.00 50,000,000.00 | 100 0
Kesejahteraan Gender dalam
Pembangunan
82,114,502,651.00 | 59,369,726,346.00 | 72.3 | 22,744,776,305.00

JUMLAH

Tabel 32:Realisasi Anggaran Tahun 2015
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SISA
0,

No PROGRAM ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN
Program Pelayanan

1 | aAdministrasi Perkantoran 3,273,219,500 3,021,818,425 | 92.32 251,401,075
Program Peningkatan Sarana

2 607,520,000 590,826,941 | 97.25 16,693,059
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan

3 | Kapasitas Sumber Daya 250,000,000 246,615,000 | 98.65 3,385,000
Aparatur
Program Peningkatan

4 | Pengembangan Sistem 156,000,000 155,437,000 | 100 563,000
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Pendidikan Anak

5 o N 916,800,000 900,230,000 | 98.19 16,570,000
Usia Dini
Program Wajib Belajar

6 | Pendidikan Dasar Sembilan 30,850,057,802.00 | 24,065,407,435.00 | 78.01 6,784,650,367.00
Tahun

7 | Program Pendidikan 5,994,674,309.00 | 5461,654,809.00 | 91.11 533,019,500.00
Menengah
Program Pendidikan Non

8 Formal 2,422,600,000.00 2,304,594,000.00 | 95.13 118,006,000.00
Program Peningkatan Mutu

9 | Pendidik dan Tenaga 8,124,900,000.00 7,824,302,000.00 | 96.30 300,598,000.00
Kependidikan

10 | Pregram Manajemen 2,479,100,000.00 |  2,106,982,400.00 | 84.99 372,117,600.00
Pelayanan Pendidikan
Program Pendidikan

11 . 50,000,000.00 0.00 | 0.00 50,000,000.00
Berkelanjutan

JUMLAH 58,448,091,111 46,727,868,010 | 79.95 | 11,720,223,101.00
Tabel 33:Realisasi Anagaran Tahun 2016
F. Permasalahan dan Tantangan Layanan Pendidikan Kabupaten

Grobogan

Pembangunan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat
hingga tahun 2009 menunjukkan keberhasilan yangsangat nyata, seperti yang
telah diuraikan di atas. Namun masih dijumpai beberapapermasalahan dan
tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan pada periode
tahun 2016-2021 sebagai berikut.

1. Permasalahan Pembangunan Pendidikan

Sejumlah permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang perlu mendapat
perhatian dalamkurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah
sebagai berikut.

a. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

50



Tingkat capaian pelayanan PAUD baru mencapai 61,51% pada tahun
2015 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi. Belum optimalnya
pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan
layanan pengembangan anak usia 0-6 tahun serta masih kurangnya
pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education),
dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam
pengembangan program Taman Kanak-kanak (TK) usia 4—6 tahun,
tamanpenitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis
(SPS).

. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum
sepenuhnya dapat diwujudkan

Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2015,
terutama dalam dalamhal akses pendidikan dasar menunjukkan
kemajuan penting. Namun kepastianpenduduk usia sekolah untuk
memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu danmerata masih
merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan
pendidikan tahun 2016-2021. Kondisi ini antara lain terlihat pada tingkat
disparitasantardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi yang masih
cukup tinggi untukSMP/MTs. Selain itu, angka putus sekolah pada
jenjang pendidikan dasar masihcukup tinggi. Pada tahun 2015, angka
putus sekolah untuk SD adalahsebesar 0,03% (43 siswa) dari seluruh
jumlah siswa dan untuk SMP adalahsebesar 0,61% (402) dari seluruh
jumlah siswa. Sementara angka melanjutkan pendidikan kejenjang lebih
tinggi untuk SD adalah 97,83 % untuk SMP adalah sebesar 72,78%.

Sementara itu, peningkatan mutu pendidikan dasar masih terkendala
oleh permasalahandistribusi yang tidak merata dan kualitas guru yang
masih terbatas. Meskipun padatingkat kabupaten rasio guru terhadap
siswa cukup baik, distribusi guru masihterkonsentrasi di daerah
perkotaan. Kualitas rata-rata guru pendidikan dasar juga masihrendah.
Hingga tahun 2015, sekitar 88,89% dari guru SD/MI yang
berkualifikasiS1/D4, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs
mencapai 90.96%,. Kondisi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana
danprasarana pendidikan serta penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS) juga belumsepenuhnya dapat diwujudkan seperti yang ditetapkan
dalam Standar PelayananMinimal (SPM).
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c. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih
terbatas
Guna mengakomodasi keyakinan dan keinginan kuat bagi orang dewasa
agar tidakberhenti belajar dalam rangka meningkatkan kecakapan atau
pengetahuan, sertamelakukan perubahan terhadap kondisi sosial,
ekonomi dan dinamika di masyarakat. Disamping itu, pemerintah juga
memberikan layanan dan memfasilitasi kepada kelompokmasyarakat ini
untuk dapat terus belajar sambil bekerja guna meningkatkan
kapasitasdan kompetensinya.

d. Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang
belum optimal

Sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan
prima pendidikan antara lain mencakup pendidik dan tenaga
kependidikan,.

e. Sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya
layanan prima pendidikanbelum optimal

Belum optimalnya tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan
melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan
untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas,
dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas
tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,
telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/
Kota. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem tata
kelola penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan akuntabel telah
dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan
berbasis kompetisi.

2. Tantangan Pembangunan Pendidikan
Berdasarkan perkembangan pembangunan pendidikan selama
periodetahun 2010—2015 dan permasalahan di atas, dapat diidentifikasi
beberapa tantangan penting yang akan dihadapi pembangunan pendidikan
dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mendatang sebagai berikut:
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. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan formal
berkualitas tanpa membedakan status ekonomi, gender, dan wilayah;

. menyediakan tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan
distribusi yang merata;

. meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitasyang
merata;

. mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan
inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan
keagamaan, serta kewirausahaan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan;

. menyediakan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran
nonformal daninformal berkualitas yang merata;

menyediakan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yanghandal;

. mewujudkan manajemen satuan pendidikan yang efisien, efektif,
akuntabel, profesional,dan transparan;

. memperkuat tata kelola penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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A.

BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten

Grobogan merupakan bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan

strategis Dinas Pendidikan. Hasil identifikasi permasalahan pendidikan

diantara-nya bersumber dari capaian kinerja Renstra pereode sebelumnya yang
dikemukakan pada bab 2 dan perkembangan isu-isu yang muncul kemudian.

Hasil identifikasi permasalahan akan memberikan informasi sebagai bahan

analisis permasalahan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten

Grobogan. Adapun permasalahan pendidikan yang dihadapi dalam

pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas

2. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum

sepenuhnya dapat diwujudkan

3. Kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa berkelanjutan masih

terbatas

4. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

5. Masih belumoptimalnya tata kelola layanan pendidikan.

Permasalahan utama tersebut dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai

berikut:

a. Masih rendahnya partisipasi dalam penyelenggaraan PAUD oleh
masyarakat, hal ini terlihat dari capaian APK PAUD yang pada tahun 2015
baru tercapai sebesar 61,51%. Sementara itu, lembaga PAUD yang
terakreditasi baru tercapai sebesar 5,08% pada Tahun 2015.

b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar, hal ini
ditandai dari capaian APM SD pada tahun 2015 sebesar97,69% dan APM
SMPsebesar 87,06%. Sementara itu, APK SD tahun 2015 sebesar
106,65% dan APK SMP sebesar 100,03%. Dibandingkan dengan capaian
APK secara nasional 97,31% dan APK SLTP sebesar 74,29% maka APK
SD dan SLTP Kabupaten Grobogan di atas rata-rata APK tingkat Nasional.
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Tingginya angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar
disebabkan adanya kebijakan:
a. Penerapan Kebijakan sekolah gratis
b. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya pada jenjang pendidikan dasar
c. Masih terdapatnya anak putus sekolah, tercatat pada tahun 2015 angka
putus sekolah pada SD/MI sebesar 0,03%, SMP/MTs sebesar 0,61%.

Distribusi angka putus sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NoO Kecamatan Angka Putus Sekolah
' SD+MI SMP+MTs
01 Kedungjati 0,00 0,00
02 Karangrayung 1,30 0,18
03 Penawangan 0,07 0,00
04 Toroh 0,00 0,00
05 Geyer 0,03 0,04
06 Pulokulon 0,03 1,47
07 Kradenan 0,05 0,28
08 Gabus 0,03 0,18
09 Ngaringan 4,19 1,55
10 Wirosari 0,01 0,29
11 Tawangharjo 0,04 0,66
12 Grobogan 0,05 0,13
13 Purwodadi 0,00 0,17
14 Brati 0,06 5,06
15 Klambu 0,03 0,00
16 Godong 0,02 0,18
17 Gubug 0,03 0,37
18 Tegowanu 0,09 0,00
19 Tanggungharjo 0,05 0,09
Rata-rata 0,03 0,61

Tabel34: DistribusiAngkaPutusSekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar per Kecamatan se
KabupatenGrobogan

Pada tingkat SD/MI APS tertinggi sebesar 4,19% berada di Kecamatan
Ngaringan disusul Kecamatan Karangrayung sebesar 1,30%. Di tingkat
SMP/MTs APS tertinggi di Kecamatan Brati sebesar 5,06% disusul
Kecamatan Ngaringan sebesar 1,55%.

d. Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan,
hal ini terlihat dari persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 secara

keseluruhan pada Tahun 2015 tercapai 87,50%.
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Rincian kualifikasi pendidikan guru Kabupaten Grobogan terlihatpada tabel-

tabel di bawah ini:

Kualifikasi Pendidikan GuruKabupaten Grobogan Tahun 2015

Jumlah Guru Persentase
Jenis Guru Belum D4/S1 Sudah D4/S1 Belum D4/S1 Sudah D4/S1
Guru TK 1.224 1.121 52,20% 47,80%
Guru SD 772 6.107 11,22% 88,78%
Guru SMP 357 3.341 9,65% 90,35%

Tabel 35: Kualifikasi Pendidikan Guru Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa guru TK yang belum
D4/S1 masih 1.224 guru atau sama dengan 52,20%
sedangkan di tingkat SD masih 772 guru atau sama dengan 11,22% dan

berkualifikasi

sebagian besar sudah mendekati usia pensiun. Di SMP guru yang
berkualifikasi S1/D4 tinggal 357 guru atau sama dengan 9,65% sebagian
sudah mendekati usia pensiun.

Masih rendahnya ketersediaan sarana ruang kelas pada pendidikan dasar,
terutama pada satuan pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 ruang kelas
dalam kondisi baik hanya sebesar 55,69%.

Rincian kondisi ruang kelas SD Negeri kabupaten Grobogan dapat dilihat

pada tabel berikut:

NO TAHUN SD SLTP
RB RR B RB RR B
1 2011 1.519 371 2.375 77 70 1.566
2 2012 1.765 1.354 1.711 47 110 366
3 2013 1.466 1.276 2.546 109 261 1.557
4 2014 683 2.931 1.269 200 958 446
5 2015 291 2.790 1.205 156 915 362
6 2016 943 2.959 1.173 148 1048 322

Tabel 36: Kondisi Ruang Kelas SD dan SLTP Kabupaten Grobogan Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, ruang kelas yangdalam kondisi tidak baik masih
cukup banyak, jumlah yang cukup signifikan untuk masing-masing
tingkat.Ruang kelas yang kurang baik akan berpengaruh terhadap kualitas
pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak optimal
akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran peserta didik.

Masih terdapat penduduk dengan kondisi buta huruf, tercatat pada tahun

2015 masih ada sekitar 8,13% penduduk belum melek huruf
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Rincian warga belajar keaksaraan Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada

tabel berikut:

No Nama Kecamatan L P JUMLAH

1 KEDUNGJATI 152 771 923

2 GABUS 420 1.337 1.757

3 KRADENAN 141 655 796

4 GEYER 85 355 440

5 WIROSARI 23 77 100

6 KARANGRAYUNG 10 40 50

7 KLAMBU 12 38 50

8 PULOKULON 11 39 50
JUMLAH 854 3.312 4.166

Tabel 37: Warga Belajar Keaksaraan kabupaten Grobogan Tahun 2016

B. Telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilh yang tercantum dalam

RPJMDPemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, adalah

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh

dan Menyeluruh”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus

dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan,
perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

3. Pengembanganekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan,
koperasi dan pariwisata

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan
masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan
tenaga kerja

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan
yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik

7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas

penataan ruang

o7



8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya
masyarakat
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,

kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi bupati, Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban
mendukung terhadap upaya pencapaian misi Misi 4 yaitu “Peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat,

keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.

Adapuntujuan dan sasaranmisi ke-4, yaitu:
Tujuan : Meningkatkan kualitas dan dayasaingsumberdayamanusia
Sasaran : 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh
pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya

jumlah penduduk

Pada sasaran misi ke-4 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
bertanggungjawab terhadap sasaran ke-1 vyaitu Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam menempuh pendidikan

Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pencapaian visi dan misi

Bupati/Wakil Bupati Grobogan dapat disimak pada tabel berikut:

s Permasalahan Faktor
FECUETED SNHE Penghambat Pendorong
1. PAUD
Rendahnya partisipasi Masih kurangnya Adanya gerakan
masyarakat dalam kesadaran masyarakat mendorong peningkatan
menyekolahkan anak tentang pentingnya peran serta masyarakat
pada PAUD pendidikan anak usia dini | dalam pendidikan usia
bagi tumbuh kembangnya | dini melalui sosialisasi
anak.
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Permasalahan

Faktor

e Belum optimalnya
penyediaan sarana
penunjang belajar
yaitu laboratorium
dan Perpustakaan

o Belum tersediaanya
ruang kelas yang
representatif.

Masih minimnya
prasarana SD dan SMP
yang memadai khususnya
laboratorium,
perpustakaan dan ruang
kelas

No
HECTEUURELHE Penghambat Pendorong
Rendahnya kualitas Sebagian besar satuan o Tersedia kegiatan
SDM pengelola PAUD, PAUD didirikan oleh pembinaan dan
sarana prasarana dalam | masyarakat dan berstatus pengembangan SDM
penyelenggaraan PAUD | swasta, rekruitmen SDM PAUD.
biasanya dllfaku_kan oleh e Tersedia bantuan
yayasan. Kriteria SDM unuk sarpras PAUD
tidak menjadi dasar dan pengembangan
dalam rekruitmen. Sarana PAUD
prasarana pendidikan
cenderung seadanya dan
akan dipenuhi sambil
berjalan
Persentase PAUD yang | Kuaota PAUD yang akan | Peningkatan anggaran
terakreditasi baru 5,08% | diakreditasi malalui dana | APBD untuk akreditasi
APBD masih sangat PAUD ditingkatkan.
terbatas.
2. Pendidikan Dasar

Rehabilitasi dan
Pembangunan sarana
dan prasarana
pendidikan dasar
dilakukan secara
bertahap melalui
anggaran APBD dan
DAK.

Masih adanya penduduk
usia sekolah yang belum
bersekolah

Masih rendahnya
kesadaran masyarakat
untuk menyekolahkan
anaknya pada jenjang
pendidikan SD

Tersedia beasiswa
berupa Bantuan Siswa
Miskin baik dari
pemerintah Pusat,
Provinsi maupun
Kabupaten

Kualitas lulusan SMP
yang masih rendah

belum optimalnya
kapasitas pendidik dalam
melakukan pembinaan
siswa

adanya bintek-bintek bagi
pendidik yang
diselenggarakan
pemerintah daerah untuk
meningkatkan pembinaan
kesiswaan
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Permasalahan

Faktor

Pendidikan

Berbasis Sekolah (MBS)
belumdapatsepenuhnya
diwujud-kan seperti yang
ditetapkan dalam Standar
PelayananMinimal (SPM).

No
PECENEN SINHE Penghambat Pendorong
3. Pendidikan Non Formal
Masih banyaknya belum Adanya peningkatan
program kegiatan diketahuinyastandarpeng | kapasitas pendidikan non
Pendidikan Non Formal | elolaan/manajemenPendi- | formal melalui bintek
yang belum sesuai dikanNon Formal oleh manajemen pengelolaan
dengan kebijakantehnis / | pengelola lembaga pendidikan non
petunjuk tehnis. formal
Masih rendahnya belum optimalnya adanya sosialisasi dan
lembaga kursus yang pengelolaan pendidikan bintek peningkatan mutu
berijin yaitu baru 25 % non formal dan pengelolaan lembaga
Pendidikan non formal.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kompetensi pendidkan Masih rendahnya minat Memberikan kemudahan
formal guru TK dan guru | tenaga pendidik untuk dalam perijinan studi
pendidikan dasar masih | meningkatkan lanjut dan mengusahakan
belum optimal profesionalisme melalui bantuan biaya studi lanjut
pendidikan formal. melalui APBD dan
sumber-sumber yang
lain.
Belum semua guru Kuota peserta sertifikasi Adanya pengelolaan
pendidikan dasar yang terbatas dan belum | penilaian angka kredit,
memperolehsertifikasi terpenuhinya persyaratan | dan penilaian kinerja
sebagai peserta sertifikasi | pendidikdan
tenagakependidikan
Tingkat kelayakan Belum optimalnya Adanya bimbingan teknis
mendidik TK/RA dan kapasitas guru dalam bagi guru TK/RA dan
pendidikan dasar belum | melaksanakan TK/RA dan | pendidikan dasar untuk
optimal pendidikan dasar meningkatkan
kompetensi dan
kelayakan mengajar
5. Manajemen Layanan Penerapan Manajemen Dukungankuat

stakeholder
untukmemperkuat tata
kelola penyelenggaraan
Sistem Pendidikan
Nasional sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

Tabel 38: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten
Grobogan TerhadapPencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah
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C. TelaahPerencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2019

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, menggam-

barkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi strategis
Kemendikbud tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Perluasan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu
Peningkatan Kepastian akses pendidikan menengah yang bermutu

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

4. Peningkatan Mutu dan Kapasistas Pendidikan Masyarakat

5. Peningkatan Mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah

yang berorientasi pada pembentukan karakter

Peningkatan  profesionalisme, pemerataan distribusi  serta
kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan

Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi
kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan
Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan akuntabel

dengan melibatkan publik

b. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan

pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis

(SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2019.

Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)

untuk mengukur apakah sasaran strategis untuk mengkonfirmasi tujuan

strategis tersebut dicapai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran

strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah

sebagai berikut:

1.

Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Peningkatan Akses dan Mutu
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat ditandai dengan

tercapainya sasaran strategis (SS1) sebagai berikut:
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Indikator Kinerja Sasaran

Kode Sasaran Strategis Strategis (IKSS)

SS1.1 Meningkatnya angka Partisipasi| APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-
peserta didik PAUD kurangnya 78,7%

SS1.2 Meningkatnya mutu Jumlah lembaga PAUD terakreditasi

layanan PAUD

sebanyak 42.926 lembaga

2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Perluasan Akses Pendidikan

Dasar yang Bermutu, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran

strategis (SS2) sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis

Indikator KinerjaSasaran
Strategis (IKSS)

SS2.1

Meningkatnya
angka partisipasi

APK SD/SDLB/Paket A sekurang-
kurangnya 100,55%

penduduk usia
pendidikan dasar (7-15

APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,2%

tahun), yaitu Angka
Partisipasi Murni(APM)
SD/SDLB

APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-
kurangnya 83,77%

APM SMP/SMPLB sekurang-kurang nya
73,72%

Rasio APK SMP/SMPLB antara 20%
penduduk termiskin dan 20% penduduk
terkaya sebesar 0,9

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan Kepastian Akses

Pendidikan Menengah yang Bermutu dan

Relevan dengan

Kebutuhan Masyarakat, dapat ditandai dengan tercapainya sasaran

strategis (SS3) sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis

IndikatorKinerjaSasaran
Strategis (IKSS)

SS3.1

Meningkatnyaangka
partisipasi dan lama sekolah
penduduk usial6-18tahun
yang berpartisipasi mengikuti
pendidikan menengah
(SMA/SMK/SMLB/Paket C)

APKSMA/SMK/SMLB/PaketCsek
urang-kurangnya85,71%

APMSMA/SMK/SMLB
sekurang-kurangnya67,50%

RasioAPKSMA/SMK/SMLB
antara20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya
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: IndikatorKinerjaSasaran
Kode Sasaran Strategis Strategis (IKSS)
sebesar0,6
Rata-ratasekolah penduduk
usia di atas 15tahun sebesar
8,8 tahun
SS3.2 | Turunnyaangka pengang- Angka pengangguran usial5-34
guran usia 15-34 tahun tahun lulusan SMK maksimal
lulusan SMK sebesar5%

4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4) Peningkatan Mutu dan Kapasitas

Pendidikan Masyarakat, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran

strategis (SS4) sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

lembaga/satuan pen-
didikan Masyarakat
yang menyelengga-
rakan pendidikan
keluarga

Kode Sasaran Strategis
(IKSS)

SS4.1 Menurunnya Angka melek aksara penduduk usiadewa-
penduduk niraksara | sa di atas 15 tahun sekurang- kurangnya
usia dewasadi atas 96,1%

SS4.2 Meningkatnya Persentase program kursus danpelatihan
program yang telah menerapkanKKNIsebanyak
kursus dan 71,38%

SS4.3 Meningkatnya jumlah | Jumlah lembaga/satuan pendidikan

masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan orang tua/keluarga sebanyak

Jumlah orang dewasa mengikutipendi-
dikan keluarga sebanyak4.343.500 orang

5. Terwujudnya

tujuan

strategis 5

(T5): Peningkatan Mutu

Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi

pada Pembentukan Karakter, dapat dicirikan dengan tercapainya

sasaran strategis (SS5) sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis

IndikatorKinerja Sasaran Strategis
(IKSS)

SS5.1

Meningkatnyamutu
lulusan pendidikan
dasar dan menengah

Rata-rata nilai ujian sekolah

SD/SDLB minimal 6,5
Rata-rata nilai ujiannasional

SMP/SMPLB minimal6,5

Rata-rata nilai ujian nasionalSMA
minimal 7,0 dan UN SMK minimal7,0
Persentase SM yang memenuhi SPM
sebanyak 75%
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IndikatorKinerja Sasaran Strategis

Kode Sasaran Strategis (IKSS)

SS5.2 Meningkatnya Karakter/ | Rata-rata nilai sikap jujurdanbersa-
perilaku positif hajasiswa SD/SMP/SM minimal baik
padasiswa pendidikan
dasardan menengah

SS5.3 Meningkatnya mutu Persentase SD/SDLB berakreditasi
layanan pendidikan minimal B sekurang-kurangnya
dasar dan menengah sebanyak 84,2%

Persentase SD/SDLB yang memenuhi
SPM sebanyak 61%
Persentase SMP/SMPLB
berakreditasi minimal B sekurang-
kurangnya sebanyak81%
Persentase SMP/SMPLB yang
memenuhi SPM sebanyak 75%
Persentase SMA berakreditasi
minimal B sekurang-kurangnya 85%
Persentase paket keahlian SMK
berakreditasi minimal B sekurang-
kurangnya 65%

SS5.4 Meningkatnya penera- | Jumlah kompetensi keahlian SMK

pan KKNI dalam bidang
kejuruan di SMK

yang menerapkan KKNI minimal
sebanyak 70%

6. Terwujudnya tujuan strategis 6 (T6): Peningkatan Profesionalisme,

Pemerataan Distribusi, serta Kesejahteraan Guru dan Tenaga

Kependidikan dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis
(SS6) sebagai berikut:

IndikatorKinerjaSasaran Strategis

Kode Sasaran Strategis (IKSS)
SS6.1 Meningkatnya jumlah Jumlah PTK PAUD profesional
guru dan tendik PAUD minimal sebanyak 37%
dan Dikmas profesional  ["3ymiah PTK Dikmas profesional
minimal sebanyak 15%
SS6.2 Meningkatnya jumlah Jumlah guru profesional di SD/SDLB

guru profesional pada
satuan pendidikan dasar
dan menengah

minimal sebanyak 95% dan
SMP/SMPLB minimal sebanyak 95%

Jumlah guru profesional di SMA
dan SMK minimal sebanyak 95%
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IndikatorKinerjaSasaran Strategis

Kode Sasaran Strategis (IKSS)

SS6.3 Meningkatnya jumlah Jumlah kepala sekolah profesional
kepala sekolah di SD minimal sebanyak 95% dan
profesional padasatuan SMP sebanyak 95%
pendidikan dasardan Jumlah kepala sekolah profesional
menengah di SMA dan SMK minimal sebanyak

95%

SS6.4 Meningkatnya jumlah Jumlah pengawas profesional di SD
pengawas profesional minimal sebanyak 95%,dan SMP
padasatuan pendidikan minimal sebanyak95%
dasardan menengah Jumlah pengawas profesional di

SMA dan SMK minimal sebanyak
95%
SS6.5 Menurunnya jumlah Jumlah SD memiliki rasio guruterha-

sekolah yang kekurangan
guru pada satuan
pendidikan dasar dan
menengah

dap siswa sesuaiSPM sebesar71%

Jumlah SMP memilikijumlah guru
Sesuai SPM sebanyak 83%

Jumlah SMA memiliki jumlah guru
sesuai SNP sebanyak 80% dan
jumlah SMK memiliki jumlah guru
sesuai SNPsebanyak75%

7. Terwujudnya tujuan strategis 7 (T7): Peningkatan Jati Diri Bangsa

melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian

Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan, dapat ditandai dengan

tercapainya sasaran strategis (SS7) sebagai berikut:

Kode

Sasaran Strategis

IndikatorKinerjaSasaran
Strategis (IKSS)

SS7.1

Meningkatnya kesadaran
dan pemahaman masyara-
kat akan keragaman buda-
ya (kebinekaan)untuk
mendukung terwujudnya
karakterdan jatidiri
bangsayang memiliki
ketahanan budaya

Indeks gotong royong di atas 0,55

Indeks toleransi di atas 0,49
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IndikatorKinerjaSasaran

Kode Sasaran Strategis Strategis (IKSS)

SS7.2 Meningkatnya mutu SkorPISA padatahun2019menjadi
Bahasa dan pemakaiannya | 414(dari 396padatahun2012)
sebagai penghela Ipteks
dan penguat dayasaing Jumlah pendidik terbina dalam
SDM Indonesia penggunaan bahasa dan sastra

menjadi 254.529 orang (dari 31.529
orang padatahun 2014)

SS7.3 Meningkatnya peran Jumlah pemelajar BIPA dikawasan
bahasa Indonesia sebagai | ASEAN sebanyak 1.000 orang
bahasa perhubungan di
kawasan ASEAN Jumlah penutur non-Indonesiadi

kawasan ASEAN yang mengguna-
kan bahasa Indonesia sebanyak
2.500 orang

SS7.4 | Meningkatnya penutur non- | Jumlah penutur non-Indonesia yang

Indonesia menggunakan
bahasa Indonesia untuk

belajar budaya Indonesia

menggunakan bahasa Indonesia
untuk belajar budaya Indonesia
sebanyak 1.500 orang

8. Terwujudnya tujuan strategis 8 (T.8): Peningkatan Sistem Tata

Kelola yang Transparan dan Akuntabel, dapat dicirikan dengan

tercapainya sasaran strategis (SS8) sebagai berikut:

Kode

SasaranStrategis

Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKSS)

SS8.1

Meningkatnya partisipasi
daerah dalam meningkat-
kan layanan PAUD dan
Dikmas

Sejumlah minimal 54,6% kabupaten
dan kota memiliki lembaga PAUD
terpadu pembina holistikintegratif

Sejumlah minimal 15,6% kabupaten
dan kota memiliki minimal 1 lembaga
masyarakat rujukan (PKBM, kursus
dan pelatihan,atau UPTD)
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Kode SasaranStrategis Indikator Klr_lerja Sasaran
Strategis (IKSS)
SS8.2 Meningkatnya partisipasi Sejumlah minimal 68% kabupaten dan
daerah dalam mening- kota memiliki indeks pencapaian SPM
katkan layanan pendi- pendidikan dasar sebesar 1
dikan dasar dan
menengah
Sejumlah minimal 90% kab/kota
memiliki Indeks pencapaian SPM
pendidikan menengah sebesar 1
SS8.3 Dipertahankannya opini Laporan Keuangan Kemendikbud
Laporan Keuangan mendapat opini WajarTanpaPenge-
Kemendikbud Wajar cualian (WTP)
Tanpa Pengecualian
SS8.4 Meningkatkan akuntabilitas | Skor LAKIP minimal sebesar 80
kinerja Kemendikbud

Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keber

hasilan Penanganannya

Permasalahan
Sasaran Jangka | Pelayanan Dinas Faktor
No Menengah Pendidikan
Renstra K/L Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan
1. | Meningkatnya Rendahnya partisi- | Masih kurangnya Adanya gerakan
angka partisipasi | pasi masyarakat kesadaran masya rakat | mendorong pening-
peserta didik dalam menyekolah | tentang pen-tingnya katan peran serta
PAUD kan anak pada pendidikan anak usia | masyarakat dalam
PAUD dini bagi tumbuh pendidikan usia dini
kembangnya anak. melalui sosialisasi
Rendahnya kualitas | Sebagian besar e Tersedia kegia- tan
SDM pengelola satuan PAUD didirikan pembinaan dan
PAUD, sarana oleh masyarakat dan pengembangan SDM
prasarana dalam berstatus swasta, PAUD'_
penyeleng-garaan r(-':‘kruitmen.SDM ° Iﬁlrjskeg;?p?gg EJ:GD
PAUD biasanya dilaku- kan dan pengem-bangan
oleh yayasan. Kriteria PAUD
SDM tidak menjadi
dasar dalam
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Permasalahan

Sasaran Jangka | Pelayanan Dinas Faktor
No Menengah Pendidikan
Renstra K/L Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan
rekruitmen. Sarana
prasarana pendidikan
cenderung seadanya
dan akan dipenuhi
sambil berjalan
Persentase PAUD | Kuaota PAUD yang Peningkatan anggaran
yang terakreditasi | akan diakreditasi APBD untuk akreditasi
baru 5,08% malalui dana APBD PAUD ditingkatkan.
masih sangat terbatas.
Meningkatnya e Belum optimal Masih minimnya Rehabilitasi dan
angka partisipasi nya penyediaan | prasarana SD dan Pembangunan sarana
penduduk usia sarana penun- | SMP yang mema-dai | dan prasarana
pendidikan dasar jang belajar yaitu | 4, ,ssnya pendidikan dasar
(7-15 tahun) laboratorium dan laboratorium dilakukan secara
] ’ Perpustakaan ’ i
yaitu Angka e Belum tersedia- | Perpustakaan dan bertahap melalui
Partisipasi Murni nya ruang kelas | ruang kelas anggaran APBD dan
(APM) SD/MI yang represen- DAK.
tatif. bagi SD
Masih adanya Masih rendahnya Tersedia beasiswa
penduduk usia kesadaran masyarakat | berupa Bantuan Siswa
sekolah SD yang untuk menyekolahkan | Miskin baik dari
belum bersekolah anaknya pada jenjang | pemerintah Pusat,
pendidikan SD Provinsi maupun
Kabupaten
Kualitas lulusan belum optimalnya adanya bintek-bintek
SMP yang masih kapasitas pendidik bagi pendidik yang
rendah dalam melakukan diselenggarakan
pembinaan siswa pemerintah daerah
untuk meningkatkan
pembinaan kesiswaan
2. | Menurunnya Masih adanya pen- | Motivasi penduduk Program keaksa-raan
penduduk duduk usia 15-60 yang belum melek harus dibarengi dengan

niraksara usia
dewasa di atas
15 tahun

tahun yang belum
melek huruf.

huruf sangat rendah
mengikuti program,
mereka lebih cendering
untuk mencari
penghasilan.

program keca-kapan
hidup dan bantuan
usaha.
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Permasalahan

Sasaran Jangka | Pelayanan Dinas Faktor
No Menengah Pendidikan
Renstra K/L Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan

3. | Meningkatnya Masih rendahnya Kurangnya tenaga Tersedia SOP
programkursus mutu Lembaga akreditasi kursus dan | akreditasi kursus
dan pelatihan Kursus dan Pela- banyaknya lembaga
yang tihan (LKP) karena | Kursus yang tidak
menerapkan masih sedikit mengajukan akreditasi
KKNI lembaga yang

sudah memiliki
akreditasi dan
memiliki penilaian
kinerja minimal C.

4. | Meningkatnya Jumlah satuan Belum tersosialisa- Kesiapan Kabupaten
jumlah lembaga/ | pendidikan sikannya pendidikan Grobogan untuk meng
satuan pendidikan| masyarakat yang keluarga dan belum implementasikan
masyarakat yang | melakukan tersedia petunjuk pendidikan keluarga
menyelenggara pendidikan keluarga | pelaksanaannya
kan pendidikan sangat terbatas
keluarga

5. | Meningkatnya Kualitas lulusan Kualitas pendidik, Peningkatan
mutu lulusan pendidikan dasar proses pembelajaran, | kompetensi pendidik,
pendidikan dasar | dan menengah dan manajemen proses pembelajaran,
dan menengah masih rendah sekolah belum optimal. | dan MBS melalui

bintek, MGMP/KKG
dan supervisi perlu
diintensifkan.

6. | Meningkatnya Belum optimalnya Pengintegrasian Bahan ajar dan
karakter/perilak satuan pendidikan pendidikan karakter panduan pendidikan
u positif pada dalam melakukan dalam mata pelajaran | karakter sudah
siswa pendi- pendidikan karakter | belumoptimal. disediakan.
dikan dasar
dan menengah

7. | Meningkatnya Belum optimalnya Komite sekolah belum | Bekerja sama dengan

mutu layanan
pendidikan dasar
dan menengah

pelaksanaan
Manajemen
Berbasis Sekolah
(MBS);

berfungsi sesuai
dengan tugas pokok
dan fungsinya,

pengurus Dewan
Pendidikan untuk
meningkatkan peran
dan fungsi komite
sekolah.

Belum semua
satuan pendidikan
menerapkan
kurikulum 2013

Tenaga pendidik
belum terampil
mengimplementasikan
kurikulum 2013 dan
belum tersedia sarana
penunjang.

Supervisi oleh
pengawas sekolah
secara intensif dan
pemenuhan sarana
penunjang pelaksanaan
K 13.
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Permasalahan

Sasaran Jangka | Pelayanan Dinas Faktor
No Menengah Pendidikan
Renstra K/L Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan
8. | Meningkatnya Kompetensi Kesempatan untuk Kemudahan memper-
jumlah pendidkan formal mengikuti studi lanjut oleh iji belajar dan
guru dan tendik guru TK dan guru terbatas dan alasan pemberian subsidi studi
PAUD pendidikan ketiadaan biaya. lanjut dari APBD atau
dan Dikmas masyarakat masih yayasan.
profesional belum optimal
Rendahnya guru Kuota peserta Adanya pengelolaan
pendidikan dasar sertifikasi terbatas. penilaian angka kredit,
yang dan penilaian kinerja
memperolehberserti pendidikdan
fikasi tenagakependidikan
9. | Meningkatnya Sebagian pendidik | Sebagian besar guru Kemudahan memper-
jumlahguru belum memenuhi yang belum oleh iji belajar dan
profesional pada | standar kualifikasi berkualifikasi S1 pemberian subsidi studi
satuan pendidikan S1/D4 sudah mendekati usia | lanjut dari APBD atau
pendidikan dasar pensiun. yayasan.
dan menengah
10. | Meningkatnya Msih rendahnya Terbatasnya kapasitas | Motivasi kepala sekolah
jumlah jumlah kepala diklat atau bimtek bagi | untuk meningkatkan
kepala sekolah sekolah yang kepala sekolah kapasitas tinggi
profesional memahamimanajem
pada satuan en pendidikan pada
pendidikan satuan pendidikan
dasar dan
menengah
11. | Meningkatnya Masih minimnya Rendahnya motivasi Tersedia alokasi dana
jumlah pengawas | kompetensi pengawas untuk untuk meningkatkan
profesional pada | Pengawas Sekolah. | meningkatkan kompetensi pengawas
satuan kompetensi
pendidikan dasar
dan menengah
12.| Menurunnya jum- | Semakin banyak Kuota pengang-katan | Merger SD yng
lahsekolah yang | satuan pendidikan tenaga pendidik kekurangan murid dan
kekurangan guru | yang kekurangan sangat terbatas usulan pengadaan
pada satuan guru PNS sehingga | sementara guru yang | guru,
pendidikan dasar | sekolah memasuki masa
dan menengah mengangkat guru pensiun semakin
wiyata bhakti. banyak
13. | Meningkatnya e Rendahnya par- | Masih kurangnya adanya gerakan
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Sasaran Jangka

Permasalahan
Pelayanan Dinas

Faktor

No Menengah Pendidikan
Renstra K/L Kabupaten Penghambat Pendorong
Grobogan
partisipasi tisipasi masya- kesadaran masyarakat | mendorong
daerah dalam rakat dalam tentang pentingnya peningkatan peran
meningkatkan menyekolahkan | hendidikan anak usia | serta masyarakat
layanan PAUD anak pada PA_‘UD dini bagi tumbuh dalam pendidikan usia
dan Dikmas * Er?éjl?ai:%ti%%l, kembangnya anak. dini melalui sosialisasi
menunjukkan
APK PAUD pada
tahun 2015
sebesar 61,51%
14. Masih banyaknya belum diketahuinya Adanya peningkatan
program kegiatan standar pengelolaan kapasitas pendidikan
Pendidikan Non /manajamen non formal melalui
Formal yang belum | Pendidikan Non bimtek manajemen
sesuai dengan Formal oleh pengelola | pengelolaan lembaga
kebijakan teknis/ pendidikan non formal
petunjuk tehnis.
15. Masih rendahnya belum optimalnya adanya sosialisasi dan

lembaga kursus
yang berijin yaitu
baru 25 %

pengelolaan
pendidikan non formal

bintek peningkatan
mutu dan pengelolaan
lembaga Pendidikan
non formal.

Meningkatnya
partisipasi
daerah dalam
meningkatkan
layanan pendi-
dikan dasar dan
menengah

¢ Masih adanya

penduduk usia
sekolah SD yang
belum bersekolah

¢ masih rendahnya

capaian Angka
Partisipasi Murni
(APM) tahun 2015
APM tingkat SD/MI
di Kabupaten
Grobogan pada
tahun 2015
mencapai 97,69%

e Pada tingkat SMP

IMTs, tahun 2015
menunjukkan APM
sebesar 87,06%

Masih ada sebagian
masyarakat yang
enggan untuk
menyekolahkan
anaknya pada jenjang
pendidikan SD

Tersedia beasiswa
berupa Bantuan Siswa
Miskin baik dari
pemerintah Pusat,
Provinsi maupun
Kabupaten

Tabel 39: Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
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D. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ProvinsiJawa Tengah
2013-2018

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pendidikan adalah: “Pendidikan Jawa Tengah yang Bermutu,

Kompetitif, Berkarakter, dan Berkeadilan“ Makna Visi tersebut adalah:

a.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka
meningkatkan harkat dan martabat sumber daya manusia melalui
pendidikan formal dan non formal pada semua jenjang pendidikan.
Bermutu adalah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
sarpras, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar penilaian dan standar pengelolaan

Kompetitif bermakna pendidikan harus mampu mempersiapkan sumber
daya manusia yang mempunyai kompentensi memadai untuk mampu
bersaing di era persaingan global.

Berkarakter bermakna sumber daya pendidikan mampu menunjukkan
karakter manusia terdidik yang berwawasan kebangsaan tanpa
meninggalkan nilai luhur kearifan lokal. 5. Berkeadilan bermakna
pendidikan harus menjangkau seluruh komponen masyarakat tanpa

diskriminatif.

Untuk mencapai visi di atas, dilakukan melalui misi yaitu:

a.

Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin. Misi ini
merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong
Kabupaten/Kota dalam rangka penyediaan layanan Pendidikan Usia
Dini yang merata di semua wilayah Desa/Kelurahan di Jawa Tengah.
Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang berkualitas.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama
Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan penuntasan Wajar Dikdas 9
Tahun yang bermutu di Jawa Tengah. Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang

berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Misi ini merupakan
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upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota
dalam rangka merealisasikan Program Pendidikan Menengah Universal
di Jawa Tengah.

Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata
berkualitas dan setara. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam rangka mengelola dan menyelenggarakan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) di
semua jenjang dan ketunaan di Jawa Tengah.

Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merata.
Misi ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama
Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualifikasi dan kompetensi
pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah.

Mewujudkan Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel,
berbudaya dan berkarakter. Misi ini merupakan upaya Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah bersama Kabupaten/Kota dalam rangka
meningkatkan layanan pendidikan di semua jenjang secara profesional,

akuntabel, berbudaya dan berkarakter di Jawa Tengah.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan

setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan

visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-

2018. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai
berikut:

1.

Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan

Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjamin.

Tujuan : Meningktan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI)
yang berkualitas dan terjamin.

Sasaran :a. Meningkatnya  ketersediaan  sarana  prasarana

pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum
dan pembi-naan potensi peserta didik PAUD.
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b. TerwujudnyalembagaPendidikanNonFormalyangseta-
ra,sarana prasarana yang memadai dan
pengembangan warga belajar yang berkualitas.

2. Meningkatkan Layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan
berkualitas.
Tujuan : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
layananPendidikan Dasar.
Sasaran : Meningkatnyasaranaprasaranapendidikanyang
berkualitas, pembinaan potensi siswa dan penerapan

kurikulum yang merata.

3. Meningkatkan Layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang
berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Tujuan . Meningkatkan kualitas layanan pendidikan menengah
yang terjangkau dan merata.
Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkua-
litas, berkembangnya kompetensi siswa dan peningkatan

kurikulum yang menyeluruh.

4. Mewujudkan Layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang merata
berkualitas dan setara.

Tujuan : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikankhusus
yang bermutu dan setara pada semua jenjang dan jenis
ketunaan.

Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana pendidikan yang berkua-
litas, berkembangnya potensi siswa dan terjaminnya

lembaga pendidikan yang setara.

5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara.
Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
yang merata sesuai standar yang telah ditetapkan.
Sasaran : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM)
pendidik dan tenaga pendidikan yang setara melalui
peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

74



6. Menjamin Layanan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel,

berbudaya dan berkarakter.

Tujuan

: Mewujudkan jaminan layanan penyelenggaraan pendi-

dikan yang akuntabel, berbudaya dan berkarakter.

Sasaran

:a. Meningkatnya dukungan dan kerjasama Perguruan

Tinggi dalam pembangunan pendidikan di daerah.

. Terwujudnya pelayanan pendidikan berkelanjutan dan

pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan

Terwujudnya optimalisasi tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik di bidang pendidikan.

. Meningkatnya kapasitas

dan

sarana/ prasarana

aparatur serta pelayanan administrasi perkantoran.

Berdasarkan tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dapat

diidentifikasi

permasalahan

pelayanan

Dinas Kabupaten

Grobogan

berdasar-kan sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi beserta faktor

penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana

tabel dibawabh ini:

No

Sasaran Jangka
Menengah Renstra
SKPD Provinsi

Permasalahan
Pelayanan
SKPD

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

1. | Meningkatnya Rendahnya kua- | Ketersediaan Tersedia bantuan
ketersediaan sarana litassarana pra- | sarana dan unuk sarana
prasarana pendidikan | sarana dalam prasarana prasarana PAUD
yang berkualitas, penyelengga- pendidikan anak | dan
pengembangan raan PAUD usia dini masih | pengembangan
kurikulum dan kurang PAUD
pembinaan potensi memadai.
peserta didik PAUD.

Belum semua Belum adanya sosialisasi
PAUD dipahaminya dan pelatihan bagi
menggunakan penerapan pengelola PAUD
kurikulum kurikulum PAUD | dalammenerapkan
sesuai standard kurikulum dan
pendidikan melakukan

PAUD pembinaan

2. | TerwujudnyalembagaP | Sarana Keterbatasan adanya fasilitasi
endidikanNonFormalya | prasarana anggaran APBD | bantuan sarana
ngsetara,sarana pendidikan non | untuk pening- dan prasarana
prasarana yang formal yang katan kualitas bagi pendidikan
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Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor

No M(asn;sga:rsﬁ;zi”a Pelsaé/sgan Penghambat Pendorong
memadai dan masih rendah dan kuantitas non formal dan
pengembangan warga | kualitas dan sarpras pendi- peningkatan
belajar yang kuantitasnya dikan non for- motivasi dan
berkualitas. dan pengem- mal dan kesa- fasilitasi kepada

bangan warga
belajar yang
belum optimal.

daran warga
belajar mengi-
kuti kegiatan
masih rendah,

warga belajar
pendidikan non
formal.

Masih
banyaknya
program
kegiatan
Pendidikan non
for- malyang
belum sesuai
dengan
kebijakanteknis/
petunjuk teknis.

Kurangnya
pemahaman
penyelenggara
pendidikan non
formal dalam
pengelolaan
pendidikan non
formal sesuai
dengan
ketentuan

Adanya
peningkatan
kapasitas
pengelolan
pendidikan non
formal melalui
bimtek
manajemen
pengelolaan
lembaga
pendidikan non
formal

tensisiswadanpeningka
tankurikulumyang
menyeluruh.

pendidikanmasi
h kurang dari
sisi kualitas dan
kuantitasn serta
pembinaan

sarana
prasarana
pendidikan
sangat terbatas
serta

3. | Meningkatnyasaranapr | Pemahaman Bintek tentang Bintek tentang
asaranapendidikanyan | terhadap kurikulum 2013 | kurikulum 2013
gberkualitas, pelaksanaaan belum dilakukan | yang
pembinaan potensi kurikulum 2013 | secara berkelanjutan
siswa dan penerapan | masih rendah. berkelanjutan melalui pelatihan
kurikulum yang dan supervisi dan KKG / MGMP
merata. yang intensif serta pelaksanaan

belum supervisi kelas
dilaksanakan. secara intensif.

4. | Meningkatnya sarana | Ketersediaan Ketersediaan Pembangunan
prasarana pendidikan | dan kualitas anggaran APBD | sarana dan
yang berkualitas, sarana dan untuk prasarana
berkembangnyakompe | prasarana peningkatan pendidikan

dilakukan secara
bertahap dan
pengembangan
kompetensi siswa
dilakukan secara
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Sasaran Jangka

Permasalahan

Sebagai Faktor

No M(asn;sga:rsﬁ;zi”a Pelsaé/sgan Penghambat Pendorong
potensi siswa pengembangan | berkelanjutan.
dan penerapan | kompetensi
kurikulum yang | siswa belum
menyeluruh berkelanjutan.

5. | Meningkatnya sarana | Kesenjangan Kesenjangan Pembangunan
prasarana pendidikan | sarana kualitas input sarana dan
yang berkualitas, prasarana peserta didik prasarana
berkembangnyapotens | pendidikan Qan kesen- p_endldlkan
. o jangan satuan dilakukan secara
|S|swadanterjgm|nnyale antar. sgtuan pendidikan desa | berta-hap dan
mbagapendidikanyang | pendidikan dan | gan kota, menyeluruh,
setara. kesenjangan menyebabkan | dengan skala

hasil pendidikan | kesenjangan prioritas menuju
peserta didikk sarpras dan satuan pendidikan
antar satuan kualit.as hasil yang setara
pendidikan. pendidikan.

6. | Meningkatnya kualitas | Masih ada Terbatasnya Adanya upaya
sumber daya manusia | pendidik dan kuota bantuan | peningkatan
(SDM) pendidik dan tenaga studi _Ia_njut para kualit_a_s
tenaga pendidikan kependidikan pendidik dan : pendidikdan -

. tenaga kependi- | tenagakependidik

yang setara melalui yang belum dikan dan terba- | an
peningkatan kualifikasi | berkualifikasi tasnya memper-
dan kompetensi. sesuai oleh kesem-

ketentuan dan patan mengikuti

belum memiliki | Pelatihan untuk

kompetensi peningkatan

.| kompetensi.

yang memadai.

7. | Terwujudnya Pendidikan Pemahaman Bintek
pelayanan pendidikan | karakter pendidik tentang | implementasi
berkelanjutan dan kebangsaan bagaimana pendidikan
pembinaan karakter bagi peserta mgnglmplement karakter
kebangsaan di bidang | didik oleh asikan kebangsaan

9 = pendidikan melalui kurikulun
pendidikan pendidik belum | karakter 2013 sosialisasi
dilaksanakan kebangsaan bagi para
secara pendidik.
berkelanjutan
dan
menyeluruh.

8. | Terwujudnya Belum Kemauan Peningkatan
optimalisasi tata kelola, | optimalnya sekolah untuk | peran pengawas
akuntabilitas dan pelaksanaan menerapkan sekolah melalui
pencitraan publik di Manajemen MBS secara supervisi dan
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Sasaran Jangka Permasalahan Sebagai Faktor
No| Menengah Renstra Pelayanan
SKPD Provinsi SKPD Penghambat Pendorong
bidang pendidikan. Berbasis benar kurang peningkatan peran
Sekolah (MBS); komite sekolah

dalam
pelaksanaan
MBS.

E.

Tabel 40: Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Berdasarkan
Sasaran Renstra Dinas Pendidikan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan PP
Nomor 66 Tahun 2012tentang Perubahan PP Nomorl7 Tahun2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka pendidikan menengah
(Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan) dikelola oleh
Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
menerapkan aturan tersebut, sehingga mulai tahun anggaran 2017 fokus
mengurus satuan pendidikan SMA dan SMK. Konsekuensi dari kebijakan
tersebut, maka dana dekosentrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk bidang pendidikan dapat

dipastikan akan mengalami penurunan jumlah.

TelaahRencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah sebesar 1.975,86 km?, dan
merupakan kabupaten terluas nomor dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten
Cilacap. Letak wilayah Kabupaten Grobogan berada pada 110°15' - 110°25'
Bujur Timur dan 7° - 7°30' Lintang Selatan, diantara dua pegunungan Kendeng
Utara dan Kendeng Selatan yang membujur dari arah barat ke timur dan berada
di bagian timur. Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri atas 19
kecamatan, 273 desadan 7 kelurahan dengan ibukota kabupaten berada di kota
Purwodadi.

Kabupaten Grobogan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai
berikut:

Sebelah Barat . Kabupaten Semarang dan Demak
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Sebelah Utara
Sebelah Timur

Sebelah Selatan

: Kabupaten Kudus, Pati dan Blora
: Kabupaten Blora

. Kabupaten Sragen, Boyolali, Semarang dan Ngawi (Jawa

Timur). Peta Kabupaten Grobogan dapat dilihata pada

gambar.

KAB. KUDUS

KAB. PATI

KAB. DEMAK

uuuuuuuuuuu
''''''

KAB.
SEMARANG

KAB. BOYOLALI

KAB. NGAWI
(JATIM)

KAB. SRAGEN

Gambar 8: Peta KabupatenGrobogan

Peta Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan memiliki topografi daerah pegunungan kapur dan

perbukitan serta dataran di bagian tengahnya yang dapat dibagi dalam 3

kelompok yaitu:

Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter di atas
permukaan air laut dengan kelerengan antara 0° - 8° meliputi 6
kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi,
Grobogan bagian selatan dan Wirosari bagian selatan.

Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 meter di atas
permukaan air laut dengan kelerengan 8°-15° meliputi wilayah
Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan bagian utara dan Wirosari bagian
utara.

Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 meter di atas
permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 15° meliputi wilayah

kecamatan yang berada di bagian selatan wilayah Kabupaten Grobogan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dibagi menjadi tanah sawah dan

tanah bukan sawah. Tanah sawah seluas 82.757 hektar atau sebesar 41,88
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persen dari luas wilayah total. seluas 68.050,144 hektar Penggunaan lahan
pertanian sawah terdiri sawah irigasi sebesar 32969 Ha dan sawah tadah
hujan sebesar 49.788 Ha. Luas lahan non pertanian di Kabupaten Grobogan
mencapai 25.091 Ha, sementara tanah pertanian bukan sawah mencapai
89.738 Ha.

. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat
berdasarkan pembagian zonasi wilayah berdasarkan pola ruang
wilayahKabupaten Grobogan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 meliputi:

1). Kebijakan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah di Kabupaten

Grobogan terdapat beberapa kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

a). pengembangan sistem pusat pelayanan dengan mengintegrasikan
pusatpelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah
Kabupatenterutama dalam koridor pengembangan Kedungsepur

b). peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasaranawilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis
Kabupaten dibagian timur Jawa Tengah

c). pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan
agropolitanKutosaringan (Pulokulon, Toroh, Wirosari, Penawangan)
yang berdayasaing dalam skala pelayanan nasional

d). pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan
Kabupatenyang didukung peningkatan produktifitas

e). pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan, daya
tampungkawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi
pengembanganwilayah berkelanjutan

f). peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan

dankeamanan negara
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2)

3)

Strategi Penataan Ruang

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten

Grobogan disusun strategi penataan ruang wilayah, yang meliputi:

a). Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan dengan menginte-
grasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh
wilayah Kabupaten terutama dalam koridor pengembangan
Kedungsepur;

b). Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan
prasarana wilayah secara terpadu guna mendukung posisi strategis
Kabupaten di bagian timur Jawa Tengabh;

c). Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan
agropolitan Kutosaringan yang berdaya saing dalam skala
pelayanannasional;

d). Strategi pengembangan sentra pemasaran hasil komoditas unggulan
Kabupaten yang didukung peningkatan produktifitas hasil
komoditasnya

e). Strategi pengelolaan fungsi kawasan sesuai daya dukung lahan,
dayatampung kawasan, dan konservasi sumberdaya alam demi
pengembangan wilayah berkelanjutan;

f). Strategi pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan
dalam mendukung ketahanan pangan nasional; dan

g). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan

dan keamanan negara.

Kawasan Strategis
Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7
Tahun2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
GroboganTahun 2011-2031, rencana penetapan kawasan strategis
kabupatenmeliputi:

a). Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi,

meliputi:

— Koridor pengembangan Tegowanu—-Gubug - Godong—
Penawangan — Purwodadi sebagai bagian dari KSN
Kedungsepur;
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Kawasan agropolitan Kutosaringan, yaitu: Kecamatan Pulokulon
dengan produksi jagung dan kedelai; Kecamatan Toroh dengan
produksi jagung; Kecamatan Wirosari dengan produksi sapi
potong dan jagung; dan Kecamatan Penawangan dengan
produksi melon, semangka dan kacang hijau.

Kawasan strategis perkotaan, yaitu: perkotaan Wirosari di
Kecamatan Wirosari; dan perkotaan Kradenan di Kecamatan

Kradenan.

b). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya

dukunglingkungan hidup, meliputi kawasan bentang alam Kkarst

Sukolilo yangterdapat di:

Kecamatan Klambu
Kecamatan Brati
Kecamatan Grobogan
Kecamatan Tawangharjo
Kecamatan Wirosari, dan
Kecamatan Ngaringan

c). Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya,

meliputi:

Kawasan Mrapen di Kecamatan Godong; dan

Kawasan Bledug Kuwu di Kecamatan Kradenan

82



Peta pengembangan kawasan strategis berdasarkan perencanaan tata
ruang
wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini

mT  enmen w3 o ncen Si00m sovmo MT | 3

LAMPIRAN VI |
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Sumber: Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kab. Grobogan Tahun 2011-2031
Gambar 9: Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

Berdasarkan kajian tata ruang di atas, dapat dikemukakan bahwa pembangunan
pendidikan di Kabupaten Grobogan harus memperhatikan tata ruang/wilayah.
Karena itu, komponen-komponen berikut harus menjadi perhatian:
e Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Grobogan
e Demografi terutama yang berkaitan dengan jumlah penduduk berdasarkan
usia dan distribusi penduduk.
¢ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi:
- Angka Harapan Hidup (AHH)
- Harapan Lama Sekolah (HLS)
- Rata-rata lama sekolah, dan

- Penduduk miskin

83



3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi lingkungan hidup strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang
selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra.
Kondisi lingkungan hidup strategis yang menggambarkan kecenderungan masa
depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek
lingkungan hidup strategis dimaksud.

4. Tren pendapatan yang semakin meningkat

Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan diproyeksikan mengalami

peningkatan dari sebesar Rp.2.374.362.555.000,00 pada tahun 2016

menjadisebesar Rp 3.380.657.615.877,00. Peningkatan pendapatan ini

dihitungmenggunakan asumsi sebagai berikut:

e Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja
realisasi PAD dan perilaku dari potensi masing-masing objek pajak dan objek
retribusi daerah, kinerja, dan rencana bisnis BUMD dan BLUD serta trend
pendapatann PAD lainnya.

e Dana perimbangan disusun dengan asumsi tidak terjadi perubahan
kebijakan yang mendasar atas pengalokasian dana transfer dari pemerintah
sampai dengan Tahun 2019. Dana Alokasi Khusus (DAK) sama dengan
APBD tahun 2016.

e Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah disusun dengan menyesuaikan
kebijakan pemerintah, utamanya terkait dengan kebijakan hibah dari
pemerintah, dana penyesuaian/ DID serta kebijakan bantuan keuangan dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Perkembangan Demografi Kabupaten Grobogan

Pada tahun 2015 sebagian besar penduduk Kabupaten Grobogan adalah
kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 909.290 jiwa,
kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas)
mencapai 442.139 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 49%,
artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Grobogan
menanggung 49 orang yang non produkiif.

Struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel 44:
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Jumlah Penduduk
No Kelompok Usia Jumlah
L P

1. 0-4 51,561 48,228 99,789
2. 5-9 55,876 51,882 107,758
3. 10-14 54,969 51,734 106,703
4. 15-19 61,224 58,898 120,122
5. 20-24 62,800 58,759 121,559
6. 25-29 61,642 57,348 118,990
7. 30-34 58,837 56,969 115,806
8. 35-39 56,210 54,871 111,081
9. 40 - 44 49,607 51,030 100,637
10. 45 — 49 49,111 52,121 101,232
11. 50 - 54 46,327 50,353 96,680
12. 55-59 41,343 40,629 81,972
13. 60 — 64 27,963 26,558 54,521
14. 65— 69 19,449 20,059 39,508
15. 70-74 13,208 16,127 29,335
16. 75+ 17,000 21,509 38,509

Jumlah 727,127 727,075 1,444,202

Sumber: Buku Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2016
Tabel 41: Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan

Bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah
Kabupaten Grobogan apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh
penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan
lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja berdampak
pada pengangguran. Hal ini akan menjadi "bencana demografi" karena
tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu

membiayai dirinya sendiri.

. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika
berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang
agak mengkhawatirkan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan

permasalahan korupsi yang terjadi dan melibatkan banyak pejabat negara
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(dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177
negara), rendahnya toleransi antarumat beragama, penggu-naan obat-obat
terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak Kkecil,
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya
kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya
sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang
menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda
saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh
yang dapat dijadikan panutan (role model) dalam membangun karakter diri.
Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong peserta didik
menjadi manusia yang mandiri, berdaya saing, dan bermanfaat bagi bangsa
dan negara. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari
permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha
sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus memfasilitasi
mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan

kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai
menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong-
royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal,
yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari
kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri
tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam
kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir
bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau

menjadi pedoman hidup.

. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagian besar
memiliki tingkat pendidikan rendah tersebar di beberapa daerah yang masih
tertinggal, seperti Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Karangrayung, dan

Kecamatan Toroh.
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Tingkat Pendidikan

N “ecamatan Akdm/PT| SMU/SMK| SMP SD T-;drﬁglénD Jumiaf
1. Kedungjati 582 3.429 8.271| 13.430| 11.324 37.036
2. Karangrayung 1.208 5.045 | 11.113| 30.845| 34.589 82.800
3. Penawangan 919 4.015 9.141 | 19.941| 20.120 54.135
4. Toroh 1.615 9.641 | 18.671| 41.164| 27.642 98.732
5. Geyer 657 3.647 7.954 | 23.148 | 21.083 56.490
6. Pulokulon 1.012 4720 | 11.985| 40.555| 34.730 93.002
7. Kradenan 1.137 4.775 8.860 | 30.976 | 24.254 70.002
8. Gabus 834 3.471 7.325 | 28.405| 23.397 63.433
9. Ngaringan 737 3.223 6.169 | 29.963 | 21.007 61.098
10. | Wirosari 1.736 683 9.575 | 34.811| 26.222 73.027
11. | Tawangharjo 766 4.248 9.403 | 20.044 | 15.667 50.128
12. | Grobogan 1.154 5,577 | 10.299 | 26.542 | 24.753 68.325
13. | purwodadi 7.724 25.150 | 28.788 | 38.490| 23.093 123.245
14. | Brati 642 3.007 7.227 | 18.461 | 13.140 42.477
15. | Klambu 400 2.046 6.142 | 11.836| 11.521 31.945
16. | Godong 2.032 7.998 | 17.077 | 23.347 | 22.043 72.497
17. | Gubug 1.998 9.944 | 18.563| 21.861| 18.527 70.894
18. | Tegowanu 976 4.330 8.599 | 17.384| 17.408 48.696
19. | Tanggungharjo 613 4.150 9.322 | 11.645| .10.996 36.726

Jumlah 26.742 | 109.098 | 214.483 | 482.850 | 401.516 | 1.444.202

Tabel 42: Persebaran Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Grobogan

F. Penentuanlisu-lsuStrategis
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut
di atas, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
perencanaan lima tahun yang akan datangyang berasal dari internal maupun
eksternal. Untuk mengetahui lingkungan internal dan eksternal dapat dilakukan
dengan menggunakan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,
threats), Lingkungan internal meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan
(weaknesses), lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan
ancaman (threats). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan

eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.
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1. Kekuatan/Strengths

1.

Dukungan Bupati dan Wakil Bupati dalam meningkatkan kualitas
pendidikan sangat besar;

Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin
meningkat;

Berkembangnya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh
masyarakat;

Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat yang
berdasarkan hasil evaluasi terus meningkat;

Guru yang bersertifikat mengalami peningkatan;

Prestasi yang di raih Kabupaten Grobogan baik tingkat Provinsi
maupun nasional dalam penyelenggaraan pendidikan cukup bagus;
Persentase guru SD layak mengajar sudah mencapai 90 %

Persentase guru SMP memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi
yang ditetapkan mencapai 93 %

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D4 mencapai 88,94 %.

2. Kelemahan/Weaknesses (W)

1.

Dalam struktur belanja Dinas Pendidikan yang berasal dari APBD
kabupaten Grobogan jika dibandingkan antara belanja tidak langsung
dengan belanja langsung tidak proporsional, sehingga kinerja spending
performancesdalam mendanai pelayanan pendidikan masih belum
optimal dan efektif.

Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum
dapat diwujudkan sepenuhnya;

Kualitas dan relevansi layanan pendidikan bagi orang dewasa
berkelanjutanbelum sepenuhnya optimal;

Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan belum sepenuhnya
optimal;

Grobogan merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah,
beberapa desa dan kecamatan memiliki aksesibilitas rendah dalam

memperoleh pelayanan pendidikan yang memadai
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Menindaklanjuti analisis diatas, adapun isu-isu strategis pembangunan

pendidikan jangka menengah Kabupaten Grobogan yang menjadi prioritas

penanganan untuk periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1.

Penerapan Kebijakan sekolah yang terjangkau oleh masyarakat
khususnya Pendidikan AnakUsia Dini

Peningkatan layanan pendidikan dasar yang berkualtas seiring dengan
semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan orang dewasa
berkelanjutan

Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan baik kualifikasi
maupun kompetensinya

Peningkatan tatakelola layanan pendidikan yang lebih optimal dalam

rangka efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan dan sasaran.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TujuanStrategis

Visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan terpilh yang tercantum dalam RPJMD
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, adalah

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh
dan Menyeluruh

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 9 (sembilan) misi yang harus

dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan jembatan, perhubungan,
perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan,
koperasi dan pariwisata

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan
masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan
tenaga kerja

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan
yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik

7. Meningkatan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan kualitas
penataan ruang

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya
masyarakat

9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,

kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Pemerintah
Kabupaten Grobogan, Dinas Pendidikan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya mempunyai berkewajiban terhadap upaya pencapaian misi ke-4,
yaitu “Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan

masyarakat, keolahragaan, pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya”.
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Pada misi ke 4 ini Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan memilikitugas
terhadap pencapaian kualitas pelayanan pendidikan khususnya pada
peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dan

peningkatan kualitas pendidikan serta manajemen pelayanan pendidikan.

Tujuan Strategisdirumuskan untuk menjabarkan visi dan misi yang telah
ditetapkan. Tujuan di dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
Tahun2016-2021 dirumuskan secara lebih tajam dari pada misi, tetapi masih
cukup luas untuk dapat mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi bagi semua
unit kerja yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, termasuk satuan
pendidikan (sekolah). Tujuan diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang

diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif.

Tujuan merupakan instrumen yang paling praktis dalam mengarahkan semua
usaha menuju perubahan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, rumusan tujuan
dapat memberi arahan pada perumusan sasaran, satu rumusan tujuan (bersifat
kualitatif) dapat dicapai dengan beberapa sasaran (bersifat kuantitatif). Secara
umum tujuan strategis Dinas Pendidikan kabupaten Grobogan sesuai sasaran
RPJMD 2016-2021 adalah:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan

Dengan indikator tujuan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama
Sekolah (HLS)

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dirumuskan untuk memandu dalam mencapai tujuan yang
diinginkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

dirumuskan sebagai berikut:

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan yang bermutu

Penjelasan dari sasaran strategis yang akan dicapai dalam periode 2016-2021

adalah sebagai berikut:

1. Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan PAUD yang bermutu.
Peningkatan partisipasi pendidikan khususnya akses Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) perlu untuk ditingkatkan dalam lima tahun ke depan,

mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh
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kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki
jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada
peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pember-
dayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.
Sosialisasi tentang pentingnya PAUD tidak hanya dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan dan Lembaga PAUD diperlukan kerja
sama sama dengan lembaga lain seperti Darma Wanita, PKK, dan

perangkat daerah yang lain.

Tersedia dan terjangkaunya layanan wajib belajar pendidikan dasar yang
bermutu. Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah
dilaksanakan dan tuntas, namun masih ditemui peserta didik yang drop out
dan mengulang kelas. Program Wajib Belajar Sembilan Tahun mengama-
natkan anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun wajib duduk di bangku
sekolah. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan berkewajiban menjaga agar
tidak terjadi anak usia sekolah drop out, apabila terpaksa ke luar sekolah
harus difasilitasi supaya tetap bisa mengikuti pendidikan. Setiap peserta
didik di pendidikan dasar tidak hanya memperoleh kepastian mendapatkan
akses pendidikan, tetapi setiap anak harus mendapat akses pendidikan
yang bermutu. Akses pendidikannya didapatkan secara adil dan merata,
kualitas pelayanan lembaganya juga merata. Sekolah di desa tidak berbeda
dengan sekolah di perkotaan, baik mengenai kualitas pelayanan

pendidikan, kualitas SDM, maupun kualitas sarana prasarananya

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa yang
bermutu. Layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang
berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui
penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, danstandar mutu
pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup,
homeschooling dan parenting education dan keterlaksanaan akreditasi
serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk satuan pendidikan

penyelenggara pendidikan orang dewasa,;

Tersedia dan tercukupinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang
kompeten. Peningkatan kualitas pendidikan diawali dari peningkatan

kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Penguatan peran guru dan
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tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada upaya peningkatan
kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh
penerapan system uji kompetensi guru, penilaiankinerja guru yang sahih,
transparan dan berkesinambungan, peningkatan kualifikasi akademik dan
sertifikasi guru dengan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan
profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan.Peningkatan
kompetensi pengawas sekolah dan pengelola pendidikan lainnya sangat
penting untuk memastikan bahwa sekolah dan guru sudah berada pada

jalur yang benar dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

5. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggara-
nya layanan prima pendidikan. Penguatan koordinasi dan penyusunan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan bertujuan
untuk meningkatkan kualitas hasil koordinasi, sinkronisasi, penyusunan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan.

Peningkatan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi,bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian,
keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, layanan masyarakat, arsip, dan
dokumentasi Dinas Pendidikan.

Penguatan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan
pengadaan barang/jasa bertujuan untuk Inventarisasi, pembinaan
pelaksanaan inventarisasi, serta pelaporanbarang milik daerah, selain itu
bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan.

Penguatan pelaksanaan fungsi lain mencakup: pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasiuntuk pendidikan,
penguatan pengelolaan dan pendayagunaan datadan statistik pendidikan

tersedianya analisis dan sinkronisasi kebijakan

Sasaran strategis dirumuskan secara spesifik, terukur, realistik, relevan dan dapat
dicapai dalam kurun waktu periode Renstra. Selanjutnya, ditetapkan Indikator
Kinerja Sasaranuntuk mengukur apakah sasarandapat mengkonfirmasi tujuan akan

dicapai pada masa depan (tahun 2021).
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TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATORNYA

INDIKATOR TUJUAN DAN KONDISI KONDISI
NO | TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN SATUAN 2016 2021
Meningkatnya partisipa
si masyarakat dalam Indek rata-rata lama sekolah Thn 6.92 7.04
menempuh pendidikan
Indek harapan lama sekolah Thn 12.35 12.79
APK PAUD 4-6 tahun % 60.30 70.00
Indek Literasi Masyarakat usia o
> 15 tahun Yo 91.89 91.99
1. Tersedia dan terjangkau-
nya layanan pendidikan APK SD % 106.65 106.85
yang bermutu
APK SMP % 100.05 100.24
Angkakelulusan SD % 100.00 100.00
Angkakelulusan SMP % 100.00 100.00

C. Desain Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan tujuan strategis, sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategisyang tertuang di

dalam RPJMD, perlu disusun desain pencapaian tujuandan sasaran, melalui program dan kegiatan, yang secara

skematis dapat dilihat pada gambar berikut:
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TUJUAN

SASARAN
PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 PROGRAM 10
[ I - = ======-=- L 1 ‘e 1 [ I === ====== I - = ======-=- 1 ‘e 1 ‘e 1 ‘e
! ' 0 P D D D! P P D
1 1 1 1
‘| KEGIATAN |! !| KEGIATAN |[!!| KEGIATAN ||| KEGIATAN |! !| KEGIATAN || !| KEGIATAN |! !| KEGIATAN |[!'| KEGIATAN |} !| KEGIATAN |! '| KEGIATAN
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1 1 1 1 1 1 1 1 1
i KEGIATAN | ! i KEGIATAN :i KEGIATAN | ! 1| KEGIATAN | i KEGIATAN | ! i KEGIATAN | ! i KEGIATAN | 11| KEGIATAN |1 1| KEGIATAN |! i| KEGIATAN
1 1 1 1
: ] H | b » o ¥ N L
1 1 1 1 1 1
|| KEGIATAN |1 | KEGIATAN |ii| KEGIATAN |ii| KEGIATAN |1 1| KEGIATAN |1 il KEGIATAN |1 1| KEGIATAN |ii| KEGIATAN |1i| KEGIATAN |1 | KEGIATAN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 [ 1 1 [ [ 1 1 ' '
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A. Tahapan Pencapaian Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Program

INDIKATOR KINERJA RENCANA CAPAIAN
PROGRAM/ DATA
TUJUAN/SASARAN/ e
SASARAN PROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PROGRAM/KEGIATAN
1. Rata-rata lama sekolah Tahun 6,92 6,93 6,95 6,98 7,01 7,04
Sipasi
nenempuh
2. Lama harapan sekolah Tahun 12,35 12,44 12,54 12,63 12,73 12,82
is 1.  APK PAUD 4-6 Tahun % 61,55 | 61,58 61,62 | 61,71 61,75 61,79
jangkau-
didikan 2. APKSD/MI % 106,69 | 106,72 | 106.75 | 106,79 | 106,83 | 106,85
3. Angka kelulusan SD % 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
4. APK SMP/MTs % 100,05 | 100,09 | 100,14 | 100,17 | 100,21 | 100,24
% 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
5. Angka kelulusan SMP
. ) % 91,89 91,91 91,93 91,95 91,98 91,99
6. Indek Literasi Masyarakat
L Zrogkrzn'f P;m?lr;ZaUnDPendldlkan Indek Ketersediaan Layanan Ind(?k 64 62 60 58 56 54
nak Usia Dini ( ) PAUD (Rasio penduduk usia Rasio
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INDIKATOR KINERJA

RENCANA CAPAIAN

PROGRAM/ DATA
TUJUAN/SASARAN/ AL L
SASARAN PROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran Program PAUD per sekolah)
Tersedianya dan terjangkaunya
layanan PAUD yang bermutu Prosentase PAUD terakreditasi % 5,12 5,15 5,19 521 5,34 5,62
2. Program Wajib Belajar Pendi- Indek Ketersediaan (Rasio pendu Indek 168 168 168 168 168
dikan Dasar Sembilan Tahun duk usia SD Per Sekolah) < 168 Rasio
(Pembinaan Sekolah Dasar/SD)
Angka Melanjutkan (AM) % 100 100 100 100 100
Sasaran Program
Tersedianya dan terjangkaunya Angka Putus Sekolah (APtS) % 01 01 01 01 01
layanan SD yang bermutu maksimal ’ ' ' ' '
Prosentase Lembaga SD % 83,3 845 85,3 86,5 87,7
Terakreditasi minimal B
3. Program Wajib Belajar Pendi- Indek Ketersediaan (Rasio pendu Indek 576 576 576 576 576
dikan Dasar Sembilan Tahun duk usia SMP Per Sekolah) < 576 Rasio
(Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama/SMP) Angka Melanjutkan (AM) % 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Sasaran Program
Angka Putus Sekolah (APtS) % 01 01 0.1 01 01

Tersedianya dan terjangkaunya

maksimal
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INDIKATOR KINERJA

RENCANA CAPAIAN

PROGRAM/ DATA
TUJUAN/SASARAN/ AL L
SASARAN PROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PROGRAM/KEGIATAN
layanan SMP yang bermutu Prosentase Lembaga SMP % 83,2 84,6 86,2 87.6 89,2
Terakreditasi minimal B
4. Program Pembinaan Pendidikan
Non Formal
Sasaran Program Prosenta.se L.embaga PNF % 3,00 4,00 5,80 8,80 11,70
Terakreditasi
Tersedianya dan terjangkaunya
layanan PNF yang bermutu
5. Program Peningkatan Mutu Pen- o
i % 100 100 100 100 100
didik dan Tenaga Kependidikan Rasio Guru PAUD per Rombel ’
S Prog i
asaran Frogram Rasio Guru SD per Rombel % 100 100 100 100 100
100<>130
Tersedianya dan tercukupinya
endidik dan Tenaga i
p “C g Rasio Guru SMP per Mapel per % 100 100 100 100 100
Kependidikan yang kompeten sekolah >100
Prosentase Guru S1/DIV % 86,20 | 83,40 | 90,20 | 92,40 | 94,48
Prosentase Guru SD Tersertifikasi % 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00
Pendidik
Prosentase Guru SMP Tersertifi % 54,00 56,00 58,00 60,00 62,00

kasi Pendidik
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pendidikan

INDIKATOR KINERJA RENCANA CAPAIAN
PROGRAM/ DATA
TUJUAN/SASARAN/ AL L
SASARAN PROGRAM 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PROGRAM/KEGIATAN
6. Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan Nilai SAKIP Baik Baik Baik Baik Baik
Sasaran Program
Tersedianya sistem tatakelola
yang handal dalam menjamin Opini Pemeriksa WTP WTP WTP WTP WTP
terselenggaranya layanan prima
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arahkebijakan dan
strategidisusunsebagaipendekatandalammemecahkanpermasalahanyang
mendesakuntuksegeradilaksanakandalamkurunwaktutahun  2016-2021, sertamemilikidampak
yang besarterhadappencapaiansasaranstrategisDinas Pendidikan pada periodeitu. Arahkebijakan
dan strateginasional yang tercantumdalamRPJMD 2016—
2021merupakanacuandalammenyusunkebijakanpembangunanpendidikan. Oleh karenaitu,
arahkebijakan dan strategi yang dituangkankedalamRenstraDinas Pendidikan 2016—2021

Selanjutnya, untukmewujudkanefektivitasoperasionalisasipelaksanaanarahkebijakan
danstrategiDinas Pendidikan, sesuaidengankapasitasorganisasi dan
dukungansumberdayaaparatursipil yang ada, perludisusunkerangkakelembagaan.
Kerangkakelembagaanmerupakanperangkatdaerah yang meliputistrukturorganisasi,
ketatalaksanaan, danpengelolaanaparatursipil negara.

Penjabaranlebihlanjutarahkebijakan dan strategiDinas Pendidikan,
kerangkaregulasisertakerangkakelembagaanuntukmencapaitujuanstrategis dan

sasaranstrategisDinas Pendidikan 2016—2021disajikandalampenjelasansebagaiberikut.

1. ArahKebijakan dan  StrategiuntukMencapaiSasaranStrategis (SS) Tersedia dan
terjangkaunyalayananpendidikan PAUD yang bermutu
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Meningkatkanakses PAUD dengancara (a) perluasan dan pemerataancakupanlayanan PAUD
untukmenjangkauanakkurangberuntung, dan (b) penguatanlembagaPAUD
untukdapatmenyediakanlayananbagiseluruhanakusia4-6
tahun,sesuaidengantahapanperkembangananak.

. ArahKebijakan dan  StrategiuntukMencapaiSasaranStrategis (SS) Tersedia dan
terjangkaunyalayananpendidikandasar yangbermutu

Memberikanpemenuhanhakterhadappelayananpendidikandasar yangberkualitasmelalui
()fasilitasiaksesbantuanbagisiswa  miskin ~ melaluiProgramindonesia  Pintar  (PIP);(ii)
PenguatanlembagamelaluipenyediaanBantuanOperasionalSekolah (BOS);
(ipembudayaan/perluasanpendidikan  yang inklusif ~dan  berkelanjutan;  dan(iv)
penyediaanpendidikankecakapanhidup/keterampilanadaptifsehinggaanakdengandisabilitasdap

athiduplebihmandiri dan siapberadaptasiuntukberkaryadalamkehidupanbermasyarakat.

. ArahKebijakan dan  StrategiuntukMencapaiSasaranStrategis (SS) Tersedia dan
terjangkaunyalayananpendidikannon formal yang bermutu

Meningkatkanaksesterhadaplayananpendidikan non formal dan pelatihanketerampilan,
dilaksanakanmelalui (@)
penyediaaninsentifbagiwargamasyarakatuntukmengikutipelatihanataukursus, dan(b)
memberikanfasilitasibagimasyarakatuntukmendirikanlembagapelatihanberkualitassesuaidenga
nkebutuhansektor-sektorstrategis.Meningkatkankualitaspendidikankeaksaraan, melaluicara (a)
peningkatanlayananbagipendudukniraksarausiadewasa yang diintegrasikandenganprogram

keaksaraanusahamandiri, peningkatanbudayabaca, danpendidikanpemberdayaanperempuan;
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(b) pendidikankesetaraan; dan (c)penguatanlembaga dan satuanpendidikan nonformal,
seperti: PKBM, TBM,dan SanggarKegiatanBelajar (SKB)

sertapemberdayaanmasyarakatmelaluidesavokasi.

. ArahKebijakan dan  StrategiuntukMencapaiSasaranStrategis (SS) Tersedia dan
tercukupinyaPendidik dan Tenaga Kependidikan yang kompeten
Meningkatkanprofesionalisme, kualitas, sertaakuntabilitas guru dan tenagakependidikan,
melaluistrategi: (@) penguatansistem uji kompetensi gurudan
tenagakependidikansebagaibagiandari proses penilaianhasilbelajarsiswa; (b)
pelaksanaanpenilaiankinerja guru dan tenagakependidikan yangsahih, andal, transparan dan
berkesinambungan; (c) peningkatankualifikasiakademik dan sertifikasi guru dan
tenagakependidikandengan dan (d)
pelaksanaanPengembanganProfesionalBerkesinambungan (PPB) bagi guru dan
tenagakependidikandalamjabatan

Meningkatkanpengelolaan, khususnyadalampenempatan guru dan
tenagakependidikan,dilaksanakanmelaluistrategi: (a) peningkatanefisiensipemanfaatan guru
dan tenagakependidikandenganmemperbaikirasio guru-murid dan
memaksimalkanbebanmengajar; (d)penguatankerjasamaantara LPTK dan
semuatingkatpemerintahanuntukmenjaminmutu dan distribusi guru dan tenagakependidikan
yang merata;dan (e) pemberianfasilitasbagi guru dantenagakependidikanhonorer K2 maupun
non K2.
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5. ArahKebijakan dan StrategiuntukMencapaiSasaranStrategis (SS) Tersedianyasistem tata
kelola yang handaldalammenjaminterselenggaranyalayanan prima pendidikan

menguatkanmanajemenkinerjapembangunan yang dilaksanakanmelaluistrategi 0]
penguatankualitasperencanaan dan penganggaranuntukmeningkatkankualitasbelanjadaerah,
(i)  PeningkatanLayanan  Prima  dalamMenunjangFungsiPelayananUmumDinas  (iv)

PeningkatanLayanan Prima dalamBidangPengelolaanAnggaran dan Akuntabilitas
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TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR, STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Terwujudnyalayananp
endidikan yang
berkualitas dan
terjangkaubagimasyar
akat

Indek rata-rata lama sekolah

Peningkatanlayananaksespendidi
kan yang lebihmerata

Indekharapan lama sekolah

Peningkatanlayananpendidikan
yang bermutu

Tersedia dan
terjangkaunyalayananp
endidikan PAUD yang
bermutu

APK PAUD 4-6 tahun

Pengembangankelembagaan dan
saranaprasaranaPendidikan
AnakUsia Dini sertapembinaan
proses pembelajaran yang
berkualitas

MeningkatkanaksesPendidikan

AnakUsia Dini (PAUD)

Tersedia dan
terjangkaunyalayananp
endidikan orang
dewasa yang bermutu

ProsentasePendudukusia>
15 tahunmelekhuruf

Pengembangankelembagaan dan
saranaprasarana Pendidikan Non
Formalsertapembinaan proses
pembelajaran yang berkualitas

Pembinaan Pendidikan Non

Formal (PNF)

Tersedia dan terjang-
kaunyalayananwajibbel
ajarpendidikandasar
yang bermutu

APK SD

AngkaKelulusan SD

Pengembangankelembagaan dan
saranaprasaranapendidikandasar
SD
termasukpeningkatanruangpenunj
anglainnya (RPL) sertapembinaan
proses pembelajaran yang
berkualitas

Memberikanpemenuhanhakterh
adappelayananpendidikandasa

r yang berkualitas(SD)

APK SMP

AngkaKelulusan SMP

Pengembangankelembagaan
dan
saranaprasaranapendidikandasar
SMP
termasukpeningkatanruangpenun
janglainnya (RPL)
sertapembinaan proses
pembelajaran yang berkualitas

Memberikanpemenuhanhakterh
adappelayananpendidikandasa

r yang berkualitas(SMP)
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TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR TUJUAN DAN
SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Tersedia dan
tercukupinyaPendidik
dan Tenaga
Kependidikan yang
kompeten

Rasio Guru per Rombel

ProsentaseGuru
berkualifikasi S1/DIV

Peningkatankompetensiguru dan
tenagakependidikandilihatdari
subjectknowledge dan
edagogicalknowledge, yang
akanberdampak pada
kualitashasilbelajarsiswa

Meningkatkanprofesionalisme,
kualitas, sertaakuntabilitas guru
dan tenagakependidikan

Tersedianyasistem tata
kelola yang
handaldalammenjamint
erselenggaranyalayana
n prima pendidikan

TerselenggaranyaSistemPer
encanaan yang andal

Peningkatankualitasperencanaan
dan
penganggaranuntukmeningkatka
nkualitasbelanjadaerah

MeningkatkanManajemenLaya
nan Pendidikan

Terselenggaranyalayananu
mum dan
tatalaksanaperkantoran
yang prima

memperjelasketatalaksanaan
dan
meningkatkanprofesionalismesu
mberdayaaparatur

MeningkatkanLayananAdminist
rasiPerkantoran dan
PeningkatanKapasitasSumber
DayaAparatur

Opini
Badan/institusiPemeriksater
hadapLaporanKeuanganDin
as Pendidikan

pemanfaatansistempembinaan
dan pengelolaankeuangan
yangakuntabel

MeningkatkanPengembanganS
istemPelaporanCapaianKinerja
dan Keuangan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja Program

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD
sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD kedalam
rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing
masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja
program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan OPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.Tabel di bawah ini, menunjukkan
program, kegiatan, indikator kinerja program, serta rencana capaiannya setiap tahun pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Grobogan.
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Tabel:Program Indikator Program dan IndikatorKinerja Program DinasPendidikanKabupatenGrobogan

Kondisi Rencana Capaian Per tahun ';‘i)nn;i.j
e et Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an ) 9 0 1 pereode
Renstra
Program Terpenuhinyalayana
Pela\./a.nan . nadministrasiperkan bin 12 12 12 12 12 12 60
Administrasi toran
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Terpenuhinya
Menyurat kebutuhan bin 12 2 | 1212|121 60
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Terpenuhinya
Komunikasi, Sumber kebutuhan
Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa bin 12 12 12 12 12 12 60
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaanjasaperalata | Terpenuhinya
ndan kebutuhan
perlengkapankantor Penyediaanjasaperal bin 12 12 12 12 12 12 60
atan dan
perlengkapankantor
Penyediaanjasakebersih | Terpenuhinya
ankantor kebutuhan bin 12 12 12 12 12 12 60
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Kondisi Rencana Capaian Per tahun i?nneiizi
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Kebersihankantor
Penyediaan Jasa Terpenuhinya
Perbaikan Peralatan kebutuhan
Kerja Penyediaan Jasa bin 12 12 12 12 12 12 60
Perbai- kan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Tepenuhinyakebutu
Kantor hanAlat Tulis Kantor bin 12 12 12 12 12 12 60
Penyediaan Barang Terpenuhinya
Cetakan dan kebutuhan
Penggandaan Penyediaan Barang bin 12 12 12 12 12 12 60
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaankomponenin | Terpenuhinya
stalasilistrik/penerangan | kebutuhan
bangunankantor Pe.nyedlaa.n.kor.npon bin 12 12 12 12 12 12 60
eninstalasilistrik/
peneranganbanguna
nkantor
Penyediaanperalatan Terpenuhinya
dan perlengkapankantor | kebutuhanPenyedia bin 12 12 12 12 12 12 60
anperalatan dan
perlengkapankantor
Penyediaanperalatanru Terpenuhinya
mahtangga kebutuhan
Penyediaan bin 12 12 12 12 12 12 60
peralatan rumah
tangga
Penyediaanbahanbacaa | Terpenuhinya
n dan kebutuhanPenyediaa
peraturanperundang- nbahanbacaan dan bin 12 12 12 12 12 12 60
undangan peraturanperundang-
undangan
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Kondisi Rencana Capaian Per tahun i?nneiizi
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Penyediaanbahan Terpenuhinya
logistic kantor kebutuhanP.en.yedla bin 12 12 12 12 12 12 60
anbahanlogistikkant
or
Penyediaan Makanan Terpenuhinya
dan Minuman kebutuhan
Penyediaan bin 12 12 12 12 12 12 60
Makanan dan
Minuman
Rapat-rapatkoordinasi Terpenuhinya
dan kebutuhanRapat- bin 12 2 | 1212|1211 60
konsultasiluardaerah rapatkoordinasi dan
konsultasiluardaerah
Rapat- Terpenuhinya
rapatkoordinasidalamda kebutuhanl.iape?t— bin 12 12 12 12 12 12 60
erah rapatkoordinasidala
mdaerah
Program Tingkat
Peningkatan TerpenuhinyaFasilita
Sarana dan ssaranaPrasaranaPe % 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100
Prasarana gawai
Aparatur
PengadaanPerlengkapan | Terpenuhinyakebutu
Gedung Kantor hanPerlengkapan Pkt 1 1 1 1 1 1 5
Gedung Kantor
PengadaanPeralatan Terpenuhinyakebutu
Gedung Kantor hanPeralatan pkt 1 1 1 1 1 1 5
Gedung Kantor
Pemeliharaan Jumlah kendaraaan
Rutin/Berkala dinas/operasional unit 200 200 | 200 | 200 | 200 | 200 1000
Kendaraan terpelihara
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Gedung Kantor
Rutin/Berkala terpelihara pake 1 1 1 1 1 1 5
PerlengkapanGedung t
Kantor
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Kondisi

Rencana Capaian Per tahun

Kondisi

. . Kinerja
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Pemeliharaan Peralatan Gedung
Rutin/Berkala Peralatan Kantor terpelihara pake 1 1 1 1 1 1 5
Gedung Kantor t
Pemeliharaan Jumlah mebeleur
Rutin/Berkala Mebeleur | terpelihara unit 24 24 24 24 24 24 120
Rehabilitasisedang/bera | Gedung kantor yang K
tgedungkantor representatif pat € 1 1 1 1 1 1 5
Program Tingkat
Peningkatan KinerjaDisiplinAparat % 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100
Disiplin Aparatur ur
Pengadaanmesin/kartua | Tercukupinyakebutu
bsensi hanmesin/kartuabse unit - 850 850
nsi
PengadaanPakaianDinas | Tercukupinyakebutu
BesertaPerlengkapanny hanPakaianDinasBes unit 110 110 110 | 110 | 110 110 550
a ertaPerlengkapanny
a
Pengadaanpakaiankhus | Tercukupinyakebutu
ushari-haritertentu hanPakaiankhususha | unit - 110 110 | 110 | 110 | 110 550
ri-haritertentu
Program Tingkat Kapasitas
Peningkatan SDM Aparatur Dinas
Kapasitas Pendidikan % 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100
Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Meningkatnya
pelatihan formal bagi kompetensi peseta
aparatur Pendidikan dan org - 100 100 | 100 | 100 | 100 500
pelatihan formal
bagi aparatur
Sosialisasiperaturanperu | Tersosialisasinyaper
ndang-undangan aturanperundang- keg 1 1 1 1 1 1 5
undangan
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Kondisi

Rencana Capaian Per tahun

Kondisi

. . Kinerja
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Bimbinganteknisimplem | Terselenggarakanny
entasiperaturanperunda | aBimbinganteknisim
ng-undangan ple- keg 1 1 1 1 1 1 5
mentasiperaturanpe
rundang-undangan
Pembinaan jumlah
Kesehatanjasmani dan kegiatanPembinaan
rohanibagiaparatur Kesehatanjasmani bin 12 12 12 12 12 12 60
dan
rohanibagiaparatur
Program Opini Badan/institusi
Peningkatan Pemeriksa terhadap
Pengembangan Laporan Keuangan
Sistem Dinas Pendidikan WTP WTP V:iT V:iT V:iT WTP WTP
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Laporan Capaian
Capaian Kinerja dan Kinerja dan lkhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Realisasi Kinerja OPD dok 1 1 1 1 1 1 >
OPD
Penyusunanpelaporanke | Tersusunnyalaporan
uangansemesteran Ir:euangansemestera dok 2 2 2 2 2 2 10
Penyusunan Pelaporan Tersusunnyalaporan
Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi dok 1 1 1 1 1 1 5
Anggaran Anggaran
Penyusunan Laporan Tersusunnyalaporan
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir dok 1 1 1 1 1 1 5
Tahun
Pengelolaan sistem Terselenggarakanny
penatausa- a sosialisasi
haanBarangMilik Daerah | Pengelolaan sistem keg 1 1 1 1 1 1 5
dan Persediaan/Aset Penatausahaan
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Kondisi

Rencana Capaian Per tahun

Kondisi

. . Kinerja
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Lancar Persediaan/Aset
Lancar
6. Program Prosentase PAUD
Pendidiikan Anak Terakreditasi % 5.08 515 | 519 | 522 | 5.25 | 531 5.31
Usia Dini
Pemeliharaanrutin dan Terlaksananya
berkalabangunansekola Pemeliharaanrutin
h dan Tk 3 3 3 3 3 3 15
berkalabangunanTK
Negeri
Rehabilitasi Terlaksananya
sedang/beratbangunans | Rehabili -tasi
ekolah sedang/beratbangun Tk 3 3 3 3 3 3 5
anTK Negeri
Pengadaanalatpraktik Terlaksananya
dan peragasiswa Pengadaan Alat
Permainan Edukatif TK 10 10 10 10 10 10 50
(APE) Luar dan
Dalam PAUD
Pengembangan Terselenggarakanny
Pendidikan AnakUsia akegiatanpengemba keg 1 1 1 1 1 1 5
Dini nganPAUD
Publikasi dan sosialisasi TerlaksananyaSosiali
Pendidikan AnakUsia sasi Pendidikan keg/t
Dini Inklusi Taman Kanak hn ! ! ! ! ! ! >
Kanak
Penyelenggaraan Terlaksananyakegiat
Pendidikan AnakUsia anpenyelenggaraanP pkt 1- 1 1 1 1 1 5
Dini AUD
Pengembangan data Tersedianya data
dan informasi Pendidikan AnakUsia dok 1 1 1 1 1 1 5

Pendidikan anakUsia

Dini

1713




Kondisi Rencana Capaian Per tahun i?nneiizi
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
Dini
Program Wajib
Belajar
Pendidikan Angkakelulusan % 100 100 100 | 100 | 100 | 100 100
Dasar Sembilan
Tahun
PengembanganKurikulu Terselenggarakanny
m dan Penilaian SD akeglata.nPengemba Keg 1 1 1 1 1 1 5
nganKurikulum dan
sistemPenilaian SD
PembinaanPesertaDidik | Terselenggarakanny
dan Pembangunan akegiatanPembinaan
Karakter SD pesertadidik dan Keg 1 1 1 1 1 1 5
pendidikankarakter
SD
PengembanganKelemba | Terselenggarakanny
gaan dan akegiatanpengemba
SaranaPrasarana SD ngankelembagaan Keg 1 1 1 1 1 1 5
dan
pengembangansaran
aprasarana SD
PengembanganKurikulu | Terselenggarakanny
m dan Penilaian SMP akeglata.nPengemba Keg 1 1 1 1 1 1 5
nganKurikulum dan
sistemPenilaian SMP
PembinaanPesertaDidik | Terselenggarakanny
dan Pembangunan akegiatanPembinaan
Karakter SMP pesertadidik dan Keg 1 1 1 1 1 1 5
pendidikankarakter
SMP
PengembanganKelemba | Terselenggarakanny
gaan dan akegiatanpengemba
SaranaPrasarana SMP ngankelembagaan Keg 1 1 1 1 1 1 >
dan
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Kondisi

Rencana Capaian Per tahun

Kondisi

. . Kinerja
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
pengembangansaran
aprasarana SMP
8. Program persentase PKBM
Pendidiikan Non sesuai SPM % 5.08 515 | 519 | 522 | 5.25 | 5.31 5.31
Formal (PNF)
Pemberdayaan Tenaga Terselenggarakanny
PendidikNon Formal akeglatanpembe'rd.a keg i 1 1 1 1 1 5
yaantenagapendidik
non formal
PemberianBantuanOper | TersalurkannyaBant
asional Pendidikan Non uan Operasional
Formal Pendidikan non keg i ! ! ! ! ! >
Formal
Pengembangan Terselenggarakanny
Pendidikan Keaksaraan akegiatanpendidikan keg - 1 1 1 1 1 5
Keaksaraan
Pengembangan Terselenggarakanny
Pendidikan akegiatanpengemba Kel.
. - belaj 2 2 2 2 2 2 10
KecakapanHidup nganpendidikankeca
kapanhidup ar
Pembinaan Pendidikan TerlaksananyaBimte
Kursus dan k manajemen
Kelembagaan pengelolaan keg - 1 1 1 1 1 5
lembaga Pendidikan
Non Formal
Pengembangan Data Tersedianya data
dan Informasi Pendidikan Non dok - 1 1 1 1 1 5
Pendidikan Non Formal Formal
9. Program

Peningkatan
Mutu Pendidik
Dan Tenaga
Kependidikan
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Kondisi

Rencana Capaian Per tahun

Kondisi

. . Kinerja
Program Kegiatan Indikator Kinerja Satu Awal 201 | 201 | 202 | 202 AkhiJr
Program an Perencana | 2017
an 8 9 0 1 pereode
Renstra
PengembanganLayanan | Terselenggarakanny
AdministrasiPendidik akeglatanpengerr?b.a dok i 3 3 3 3 3 15
dan Tenaga nganlayananadminis
Kependidikan trasi PTK
PengembanganKompete | Terselenggarakanny
nsi dan akegiatanPengemba
ProfesionalitasPendidik nganKompetensi
dan Tenaga dan Profesio- keg 1 1 1 1 1 1 5
Kependidikan nalitasPendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Pembinaan dan Terselenggarakanny
PenilaianKinerjaPendidik | akegiatanPembinaan
dan Tenaga Kependi- dan
dikan PenilaianKinerjaPen keg 1 1 1 1 1 1 5
didik dan Tenaga
Kependi-dikan.
10. Perogram sistem tata kelola
Manajemen yang
pelayanan handaldalammenja ~ o - 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100
Pendidikan minterselenggarany
alayanan prima
pendidikan
PelaksanaanEvaluasi Tersusunnyadokume
Hasil Kinerjabidang n Perencanaan
Pendidikan (Renstra/ dok ) 3 3 3 3 3 15
Renja/RKA/DPA
Terselenggarakanny
a Monlt.orlng dan dok ) 1 1 1 1 1 5
EvaluasiPelaksanaan
Kegiatan OPD
Tersusunnyadokume
n evaluasi dok - 1 1|1 | 1 1 5

kinerjabidangpendid
ikan (LAKIP/LPPD)
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Rencana Capaian Per tahun Kondisi
Kinerja
201 | 201 | 202 | 202 Akhir
8 9 0 1 pereode
Renstra

Kondisi

Indikator Kinerja Satu Awal
Program an Perencana | 2017

an

Program Kegiatan

Penerapansistem dan Tersusunnyadokume
informasimanajemenpe | n profil pendidikan dok - 1 1 1 1 1 5
ndidikan

Tersusunnyadokume
n profil
pendidikanberbasis
gender

dok - 1 1 1 1 1 5

Tersusunnyadokume
n Data Pendidikan dok 1 1 1 1 1 1 5
update

Terselenggarakanny
a Work shop

PenyusunanRencana
Kerja (Musrenbang)

dok 1 1 1 1 1 1 5

Pengendalian dan Terselenggarakanny
PengawasanPenerapana | aBimtekPenyusunan keg 1 1 1 1 1 1 5
zazefesiensi dan RKAS BOS SD-SMP

efektifitaspenggunaan Terselenggarakanny
dana dekonsentrasi dan | aBimtekPenyusunan

keg 1 1 1 1 1 1 5
dana pembantuan RKA/DPA OPD

Erselenggarakannya
Work-shop
PengembanganSiste
mPengendalian
Intern Peme-rintah
(SPIP)

keg 1 1 1 1 1 1 5

Terselenggarakanny
afasilitasipenunjanga
nUjian
Nasional/UASBN

keg 1 1 1 1 1 1 5

Pembinaan Dewan TerlaksananyaFasilit
Pendidikan asiKegiatan
Penunjangan Dewan
Pendidikan

keg 1 1 1 1 1 1 5
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Penunjangan Unit terpenuhinya

Pelaksana Akreditasi Penunjangan Unit

(UPA) Kabupaten Pelaksana Akreditasi keg ! ! ! ! ! !
(UPA) Kabupaten

b. Tabel43: Rencana Program dan KegiatanRenstraDinas Pendidikan KabupatenGroboganTahun 2016-
2021
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B. Pendanaan Indikatif

Program dan Kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan serta rencana
capaiannya selama kurun waktu lima tahun sudah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah
menghitung rencana kebutuhan dana setiap kegiatan selama kurun waktu lima tahun. Rencana
kebutuhan pendanaan untuk membiayai kegiatan bersifat indikatif artinya hasil penghitungan
pendanaan sifatnya perkiraan besarnya.

Mengapa perkiraan? Karena rencana kebutuhan pendanaan ditentukan beberapa faktor
diantaranya :

1. Perubahan harga satuan barang dan jasa. Pemerintah kabupaten setiap tahun
mengeluarkan peraturan bupati tentang harga satuan barang dan jasa. Perbup ini yang
dipedomani untuk menyusun rencana pendanaan untuk membiayai setiap kegiatan. Harga
satuan bisa lebih besar atau bahkan lebih kecil dari harga perkiraan.

2. Perubahan Rencana Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Sumber Pedapatan dalam APBD kabupaten berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Dana Perimbangan dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Pendapatan Lain yang syah. Sumber-
sumber pendanaan bisa mengalami kenaikkan, tetap, atau bahkan berkurang. ltulah
sebabnya, kebutuhan sumber pendanaan bersifat indikatif.

3. Perubahan kebijakan di bidang pendidikan. Perubahan kebijakan pendidikan dapat berupa
mengganti kebijakan lama dengan kebijakan yang baru, misalnya perubahan kurikulum

2006 menjadi kurikulum 2013. Ada pula pemerintah memberlakukan kebijakan baru

179



seperti full day school. Perubahan kebijakan akan berdampak kepada kebutuhan

pendanaan.

Merancang kebutuhan pendanaan indikatif dapat menggunakan referensi dari program,
kegiatan, dan rencana kebutuhan dana pada APBD tahun-tahun sebelumnya, cara ini yang paling

banyak dilakukan dan praktis. Tentu saja apabila menggunakan
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cara ini harus memperhatikan dengan cermat hasil monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan program, kegiatan , dan realisasi pembiayaan tahun sebelumnya.

Komposisi pendanaan sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Grobogan Tahun 2015, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tahun 2015
Belanja Pendidikan Belanja Sektor Lain
Belanja
Belanja Sektor Pendidikan
Lain 42%

58%

Gambar 10 : KomposisiBelanjaSektor Pendidikan dibandingkandenganSektor Lain Pada APBD
KabupatenGroboganTahun 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan bahwa belanja sektor pendidikan dalam
APBD Kabupaten Grobogan sebesar 42% atau sama dengan Rp. 850.586.525.426;00
dibandingkan dengan belanja sektor-sektor lain yang besarnya 58% atau sama dengan Rp.
1.573.265.891.314;00. Dilihat dari besarnya persentase anggaran pendidikan maka Kabupaten
Grobogan telah memenuhi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan
pemerintah daerah menyediakan anggaran sektor pendidikan minimal 20%.
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Persentase yang cukup besar untuk belanja sektor pendidikan, pertanyaannya:
bagaimana komposisi penggunaan belanja sektor pendidikan Kabupaten Grobogan tahun anggaran

2015 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Komposisi Belanja Disdik Th 2015

Gaji & Tunjangan M Personel M Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

1% 4%5%

90%

Gambar 11 : KomposisiBelanjaSektor Pendidikan KabupatenGroboganTahunAnggaran 2015

Berdasarkan gambar di atas dapat dikemukakan bahwa belanja sektor pendidikan 90%
digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai/guru, sedangkan untuk belanja modal 5%,
belanja barang dan jasa 4%, belanja personell% komposisi belanja pendidikan tidak ideal karena
90% uang belanja digunakan untuk membayar gaji pegawai.

Tahun 2016, komposisi pendanaan sektor pendidikan dalam APBD Kabupaten Grobogan

digambarkan dalam gambar di bawah ini :
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Tahun 2016

Gambar 12 : KomposisiBelanjaSektor Pendidikan dibandingkandenganSektor Lain Pada APBD
KabupatenGroboganTahun 2016

Belanja sektor pendidikan dalam APBD kabupaten Grobogan sebesar 34% atau sama
dengan Rp. 801.096.763.686;00, turun 8% dibandingkan dengan belanja sektor pendidikan dalam
APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016. Komposisi rencana penggunaan anggaran sektor

pendidikan tahun 2016, komposisinya sebagai berikut :
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Komposisi Belanja Disdik Th 2016

Gaji & Tunjangan M Personel M Belanja Barang & Jasa Belanja Modal

19%3% 4%

Gambar 13 : KomposisiBelanjaSektor Pendidikan KabupatenGroboganTahunAnggaran 2016

Komposisi belanja sektor pendidikan pada tahun 2016, persentase belanja gaji justru
menjadi lebih besar yaitu menjadi 92%, sedangkan belanja modal serta belanja barang dan jasa
semakin kecil yaitu menjadi 4% dan 3%.

Perbandingan komposisi belanja sektor pendidikan Tahun 2015 dengan Tahun 2016 pada
APBD Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Komposisi Belanja Sektor Pendidikan
Belanja APBD Belanja Belanja Belanja Total Belanja
kabupaten Belanja Gaji Personel Barang & Jasa Modal Pendidikan
Tahun
2015 2.006.226.129.000 | 850.586.525.426 | 8.964.707.700| 31.043.889.705| 42.106.355.246 | 932.701.478.077
Tahun

12%



| 2016 | 2.374.362.655.000 | 801.096.763.686 | 7.231.054.400 | 28.797.467.600| 29.907.641.605 | 867.032.927.291 |

Tabel44 : PerbandinganKomposisiBelanjaSektor Pendidikan Tahun 2015 denganTahun 2016 pada APBD
KabupatenGrobogan

Total belanja APBD Kabupaten GroboganTahun 2016 mengalami peningkatan sebesar
18%, sementara total belanja sektor pendidikan mengalami penurunan sebesar 7% dan semua

komponen belanja sektor pendidikan mengalami penurunan.

Menghitung RencanaKebutuhan Dana SetiapProgram dan Kegiatan

Penghitunganrencanakebutuhandanadidasarkan pada hargasatuan yang
berlakusaattahunpenyusunanRenstradilaksanakan. Hargasatuaninimengacu pada Peraturan Bupati
Grobogan yang berlaku tentang indeks harga barang dan jasa, Patokan Dinas Pekerjaan Umum,
Panduan DAK, Petunjuk teknis Bantuan Provinsi atau Dekonsentrasi, Harga yang berlaku di pasar
saat itu berdasarkan pengalaman pelaksanaan kegiatan sebelumnya, serta usulan baru yang dibuat
oleh tim penyusun Renstra. Harga satuan tahun berjalan ini kemudian digunakan untuk
menentukan harga satuan tahun-tahun berikutnya dengan mengalikan harga satuan. Kebutuhan
dana setiap kegiatan kemudian dihitung bersdasarkan perkalian antara volume kegiatan tersebut

dengan harga satuan yang ditetapkan setiap tahun. Hasil dari penghitungan rencana kebutuhan

dana setiap program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut
Indikator
Kn?erja Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, Capaian
Sasaran, pada Tahun Unit Kerja
Tujuan | Sasaran | Program | Kegiatan Program Satuan Awal SKPD
(outcome) Perencanaan | Tahun 2017 | Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Penanggung
dan jawab
Kegi
(:l%tl;:latl)l 2015 ’ 2016 | target Rp target | Rp | target Rp target Rp target
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Tabel45 : Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasaran, dan PendanaanindikatifDinas
Pendidikan KabupatenGroboganTahun 2016-2021
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Berdasarkan hasil penghitungan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, maka kebutuhan pendanaan per tahunnya dapat
digambarkan sebagai berikut :

Pendanaan Indikatif Renstra Disdik Kab
Grobogan

63.,487,745,223
4 4 T

57,047,651,896

54,000,109,594
50,183,581,742

Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021

Gambar 14 : RekapitulasiKebutuhanPendanaanindikatifRenstraDinas Pendidikan KabupatenGroboganTahun
2016-2021

Hasil penghitungan pendanaan indikatif direncanakan untuk membiayai semua program
dan kegiatan selama lima tahun guna mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi yang sudah
dirumuskan di dalam Renstra. Rekapitulasi hasil penghitungan pendanaan indikatif per program
selama lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut :
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Pagu Indikatif Pendanaan Total Lima

am

Thn 2017 Thn 2018 Thn 2019 Thn 2020 Thn 2021 Tahun
trasl 3.030.349.500 3.109.330.000 2.934.330.000 2.934.330.000 2.934.330.000 | 14.942.669.500
_3 dan 598.520.000 598.520.000 598.520.000 598.520.000 598.520.000 | 2.992.600.000
n Aparatur 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 |  1.250.000.000
':tisr 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 570.000.000 |  2.850.000.000
mbangan
apaian 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 190.000.000 950.000.000
an
sia Dini 11.573.308.370 | 12.560.601.702 | 13.663.322.138 | 14.505.252.171 | 16.284.426.158 | 68,586,910,539
idikan
un 23.194.917.784 |  25.173.624.903 | 27.383.667.964 | 29.071.041.813 |  32.636.815.145 | 137,460,067,609
kan Non

1.413.535.860 1.534.121.477 1.668.805.081 1.771.636.377 1.988.940.379 | 8.377.039.174
Pendidik
o 5.710.254.483 6.197.383.660 6.741.464.411 7.156.871.535 8.034.713.541 | 33,840,687,630
nan

1.571.375.955

1.705.426.562

1.855.149.383

1.969.463.161

2.211.032.048

9,312,447,109

48,102,261,952

51,889,008,304

55,855,258,977

59,017,115,057

65,698,777,271

280,562,421,561

Tabel46 : RekapitulasiPenghitunganKebutuhanPendanaanindikatif Per Program pada RenstraDinas Pendidikan
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. IndikatorPencapaianKinerjaKunci

Langkah yang sangat penting dalam melakukan monitoring dan evalausi adalah
menetapkan indikator kinerja pencapaian program berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.
Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang
tidak diharapkan” menuju ke ”situasi yang diharapkan”. Perubahan situasi yang dipantau dan
dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu
dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input” dan "proses” (kegiatan
program), perubahan pada tingkat "output” (cakupan program), tingkatan "outcome” dan sampai
perubahan lanjut di tingkat "dampak”.

Dalam rangka memberikan layanan dasar di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan menyelenggarakan program-program pembangunan bidang pendidikan yang
diorientasikan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program BupatiGrobogan, sejalan
dengan misi 5K Kemendiknas tentang penyelenggaraan pendidikan, sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan
Pada jenjang PAUD, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun2015adalah Angka
Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 4-6 tahun sebesar 40,30%, dan APK PAUD usia 0-6 tahun
sebesar 61,55%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021 yaitu APK PAUD
usia 4-6 tahun sebesar 40,30% dan APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 61,79%.

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015
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adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA sebesar 106,69%, Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A sebesar 97,71% dan APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100,05%, APM
SMP/MTs/Paket B sebesar 87,10%. Sedangkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021
yaitu APK SD/MI/Paket A sebesar 106,85%; APM SD/MI/Paket A sebesar 97,83% dan APK
SMP/MTs/Paket B sebesar 100,24%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar 87,23%.
2. Aspek Keterjangkauan

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015
adalah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sebesar 0,03% dan APS SMP/MTs sebesar
0,01/0,61%. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah APS SD/MI
sebesar 0% dan APS SMP/MTs sebesar 0%.

3. Aspek Kualitas

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015
adalah Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 100%, Angka KelulusanSMP/SMPLB/MTs
sebesar 100%, dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,10/7,05, Nilai Rata-rata UN
SMP/SMPLB/MTs sebesar 50,58/50,39. Sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2018
untuk Angka Kelulusan SD/SDLB/MI sebesar 100%, Angka Kelulusan SMP/SMPLB/MTs sebesar
100% dan Nilai Rata-rata UN SD/SDLB/MI sebesar 7,23 Nilai Rata-rata UN SMP/SMPLB/MTs
sebesar 6,05.

Untuk Prosentase Pendidik yang berkualifikasi S1/D4, indikator kinerja yang telah dicapai
pada tahun 2016 adalah sebesar 94,36%, sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun
2021 adalah sebesar 94,48% untuk semua jenjang pendidikan.

4. Aspek Kesetaraan
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Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun2015
adalah Ruang Kelas SD/MI kondisibaiksebesar
55,69%/60,41% dan Ruang Kelas SMP/MTs kondisibaiksebesar 91,42%/64,03. Sedangkan
indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah Ruang Kelas SD/MI kondisibaiksebesar
56,74% dan Ruang Kelas SMP/MTs kondisibaik sebesar 91,71%.

Aspek Kepastian

Pada jenjang Pendidikan Dasar, indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun2015
adalah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS denganbaiksebesar
99,05%/98,51%sedangkan indikator yang akan dicapai pada tahun 2021 adalah SD/SDLB/MI dan
SMP/SMPLB/MTs melaksanakan MBS denganbaiksebesar100,00%.

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang

terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD KabupatenGrobogantahun 2016-2021 adalah

sebagaimana pada tabel 6.1 di bawah ini :

INDIKATOR MAKRO

DATA TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
NO. URAIAN AWAL PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Rata-Rata Lama Sekolah (thn) 6,92 6,93 6,95 6,98 7,01 7,04
2 Angka Harapan Lama Sekolah (thn) 12,35 12,44 12,54 12,63 12,73 12,82
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DATA TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
TUJUAN/ AWAL PADA TAHUN KE-
NO. SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 | Meningkatnya | prosentase Guru PAUD yang 52 58 52 59 53.60 5461 55 65 55 69
kualifikasi dan | memenuhi kualifi-kasi S1/D-I1V ' ' ' ' ' '
kompetensi persentase Guru SD/MI yang 87 55 87 50 67 63 87 66 87 60 &7 72
pendidik PAUD | memenuhi kualifi-kasi S1/D-IV ' ' ' ’ ' '
dan pendidikan | hersentase Guru SMP/MTs yang
Dasar memenuhi kua-lifikasi S1/D-1V 92,97 92,99 93.03 93,05 93.09 93.13
prosentase Guru PAUD yang
. 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 12,50
bersertifikasi
persentase Guru SD yang bersertifikasi | 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00
persentase Guru SMP yang
bersertifikasi 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 35,00
2 M_er_“ngl_(atkan Rasio Guru/ Murid SD 19,55 19,58 19,62 19,65 19,68 19,72
efisiensi dan
efekivitas Rasio Guru/ Murid SMP 1945 | 1948 19,52 19,56 19,58 19,63
sumber daya
pendidikan Rasio Siswa/ Rombel SD 2560 | 2580 26,00 26,50 27,00 28,00
melalui
penataan guru
dan penataan Rasio Siswa/ Rombel SMP 22,76 22,78 22,82 22,86 22,89 22,91
sekolah.
3 Menlngkatnya APK PAUD 4-6 Tahun 60,30 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00
jumlah PAUD
yang memiliki Prosentase PAUD terakreditasi 5,08 515 519 522 5,25 5,31
tata kelola dan
citra yang baik Prosentase Penduduk usia > 15 tahun 91,89 91901 91,93 91.95 91.98 91.99
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NO.

TUJUAN/
SASARAN

dan pendidikan
Non Formal
yang
berkualitas

DATA TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | AWAL FARYA TRV N

2016 2017 2018 2019 2020 2021
melek huruf
persentase PKBM sesuai SPM
APK SD/MI 106,65 106,72 106.75 106,79 106,83 106,85
APK SMP/MTS 100,05 100,09 100,14 100,17 100,21 100,24
APM SD/MI 97,71 97,73 97,75 97,79 97,81 97,83
APM SMP/MTs 87,10 87,13 87,15 87,18 87,21 87,23
Angka Melanjutkan SD/MI 97,88 | 97,90 | 97.93 97,95 97,98 98,01
Angka Melanjutkan SMP/MTs 72,88 | 72,92 72,95 72,99 73,05 73,08
APS SD/M' 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00
APS SMP/MTS 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
Prosentase SD memiliki Ruang Kelas

56,11 56,20 56,25 56,54 56,65 56,74
Standar
Prosentase SMP memiliki Ruang Kelas

91,45 91,48 91,51 91,53 91,55 91,57
Standar
Prosentase 5D memiliki Ruang 50,05 | 51,00 | 52,00 53,00 54,00 55,00
Perpustakaan Standar
Prosentase SMP memiliki Ruang 38,00 43.00 48,00 54.00 50,00 62.00

Perpustakaan Standar
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DATA TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
TUJUAN/ AWAL PADA TAHUN KE-
NO. SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Prosentase SMP memiliki Ruang Lab
60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00
IPA Standar
Prosentase SMP memiliki Ruang Lab
40,00 42,00 46,00 48,00 50,00 52,00
Komputer Standar
5 Men.lngkatnya Rata-Rata Nilai UN/UASBN SD 7,10 7,13 7,15 7,18 7,21 7.23
kualitas proses
dan hasil Rata-Rata Nilai UN/UASBN SMP 50,58 | 50,68 50,78 50,89 6,01 6,05
pembelajaran
Angka Kelulusan SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka Kelulusan SMP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Prosentase SD melaksanakan MBS 87,55 87,59 87,63 87,66 87,69 87,72
Prosentase SMP melaksanakan MBS 87,55 87,59 87,63 87,66 87,69 87,72

Tabel47: PenetapanindikatorKinerja Daerah TerhadapCapaianKinerjaPenyelenggaraanUrusan Daerah

B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran perlu dianalisis dengan baik agar pencapaian kinerja dapat dievaluasi
dan perbaikan dapat dilakukan di masa yang akan datang. Untuk memudahkan pencapaian
indikator kinerja kunci, analisis menurut pilar kebijakan departemen Pendidikan Nasional.

148




Tabel berikut dapat digunakan untuk melihat perkembangan pencapaian kinerja sesuai

dengan indikator yang ditetapkan:

_ Indikator Kondisi dan Target
No Sasaran Strategis Sasaran

Strategis Ke 0 Ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Ke 6
1 Tersedia dan terjangkau- | 1.
nya layanan pendidikan
PAUD yang bermutu 2.

2 Tersedia dan terjangkau- | 1.
nya layanan wajib belajar
pendidikan dasar yang 2.
bermutu

3 Tersedia dan terjangkau- | 1.
nya layanan pendidikan

orang dewasa yang 2.
bermutu
3.
Dst.
4 Tersedia dan tercukupi- 1.
nya Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang 2.
kompeten
3.
Dst.

5 Tersedianya sistem tata 1.
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No

Sasaran Strategis

kelola yang handal dalam
menjamin terselengga-
ranya layanan prima
pendidikan

Indikator
Sasaran
Strategis

Kondisi dan Target

Ke 0

Ke 1

Ke 2

Ke 3

Ke 4

Ke 5

Ke 6

2.

3.

Dst.

Tabel48 : Format Pengukuran Kinerja
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BAB VI
PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan ini berisi perencanaan tahun 2016-2021.
Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Grobogan 2016-2021. sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Disamping itu, Renstra ini mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan
KebudayaanTahun2015-2019.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) yang paling banyak melibatkan
sumber daya manusia dan menyerap dana yang paling besar di Kabupaten, Dinas Pendidikan
dituntut untuk menyusun langkah besar dalam perencanaan yang terprogram, berkesinambungan,
komprehensif dan bermutu. Selain itu, implementasi Renstra ini sangat penting agar sasaran yang
telah disusun dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, setiap
program/kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa dampak positip bagi peningkatan mutu
pendidikan di kabupaten Grobogan.

Namun demikian, hasil dari suatu program pendidikan biasanya baru dapat dilihat dalam
jangka panjang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu, pemantauan yang terus-menerus
dan sinergi antar bidang dalam lingkungan dinas pendidikan dan dengan para pemangku
kepentingan pendidikan baik di sekolah, kecamatan maupun masyarakat akan mendorong

tercapainya tujuan pendidikan secara lebih cepat dan lebih baik. Koordinasi dan kerjasama yang
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berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan pendidikan perlu dilakukan agar terjadi sinergi

antara para pengelola, pelaksana dan penerima manfaat pendidikan.

Meskipun persentase dana yang dalokasikan untuk pendidikan sangat besar dibanding
OPD lainnya, dana yang dialokasikan relatif sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dan
tantangan pendidikan yang besar dan kompleks. Karena itu, pengelolaan keuangan yang baik
mutlak diperlukan agar dana yang telah dialokasi dibelanjakan secara bijak. Disamping itu, peran
serta masyarakat menjadi faktor yang amat penting dalam iktu serta memenuhi kebutuhan
pendanaan pendidikan. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Pendidikan untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan pendidikan baik yang berasal dari
sumber pemerintah maupun masyarakat.

Renstra Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku
kepentingan pendidikan di kabupaten Grobogan dan menjadi titik awal dari peningkatan mutu
pendidikan di  Kabupaten Grobogan. Untukmewujudkanrencana-rencanatersebut dan
dapatdiimplementasikandenganefisien dan efektifmakaperlu:

1. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan berkomitmen menjadikan renstra
sebagai pedoman dalam menyusun renja setiap tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari
apa yang sudah tercantum dalam Renstra tahun 2016-2021;

2. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan akan menjalankan seluruh komitmen
dengan mencapai target optimal yang telah ditetapkan di Renstra maupun RPJMD tahun 2016-
2021.
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3. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan sadar dan bertekad memahami dengan
baik konsep-konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam renstra yang telah disepakati
bersama.

4. Membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar
tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian kualitas
pendidikan.

5. Memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang
menjadi tuntutan masyarakat, yang mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara
optimal dengan meminimalisasi dampak negatif.

RenstraDinas Pendidikan KabupatenGrobogan 2016-2021
disusundenganpeduhdedikasimengoptimalkantugas, fungsi dan  perankelembagaan dan
mobilisasiseluruhpotensi  agar  dapatmelaksanakansetiaprencana yang  telahditetapkan.
Capaiankinerjasebagaimana yang
telahditetapkanakanmenjadimotivasibekerjadalammewujudkanpendidikan yang makinbermartabat,
merata dan berkualtas

RencanaStrategisDinas  Pendidikan  KabupatenGrobogan  2016-2021, mudah-
mudahanbisamemberikankontribusi yang benar-
benarstrategisbagipelaksanaanpembangunanpendidikan dan pencapaianvisi dan misiBupati dan
Wakil BupatiKabupatenGrobogan

Penyusunan Renstra ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para pemangku
kepnetingan pendidikan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak khususnya

Tim Penyusuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang telah mencurahkan tenaga
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dan pikiran demi tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

ini.
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	4). pengelolaan sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
	5). pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
	6). penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
	7). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
	3.  Sub Bagian Perencanaan
	a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
	b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian dan pengelolaan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Dinas.
	4.  Sub Bagian Keuangan
	a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
	b. Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administ...
	5.  Sub Bagian Umum
	a. Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
	b. Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, penge-lolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi...
	6.  Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	b. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengel...
	c. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi:
	1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
	2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
	3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
	4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
	5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal; dan
	6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	7.  Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
	a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
	b.  Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan t...
	8.  Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal
	a. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.
	b. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengenda...
	9.  Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendi-dikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non For...
	b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam penyiapan bahan p...
	10.  Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
	a. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pela...
	c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
	1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar;
	2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;
	3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;
	4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar;
	5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan sekolah dasar; dan
	6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	11.  Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
	a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
	b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengen...
	12.  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
	a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
	b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksana...
	13.  Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
	a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
	b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawas...
	14.  Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
	a. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	b. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan seba-gian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengenda-li...
	c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas pokok melaksanakan fungsi:
	1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
	2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama;
	3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
	4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
	5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
	6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	15.  Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
	a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
	b. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembina...
	16.  Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama
	a. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
	b. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembi...
	17.  Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
	a. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
	b. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasia...
	18. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	a. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
	b. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fas...
	c. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan fungsi:
	1). penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
	2). pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
	3). pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
	4). pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
	5). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan
	6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
	19. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	b. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaa...
	20. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
	a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan...
	21. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	a. Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
	b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,...
	22.  KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
	a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Dinas mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat m...
	b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional tertentu senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan...
	c. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	d. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
	B. Struktur Organisasi
	C. TATA KERJA
	1. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
	2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD,
	3. Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di li...
	4. Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan berkewajiban membe...
	5. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan m...
	6. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat secara berkala.
	7. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
	8. Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun...
	9. Kepala Bidang di lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam operasional pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris.
	10. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
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